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A. Abstrak

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instititusi yang
menjadi ujung tombak Kementerian Agama RI yang nikimi
tugas pokok dan fungsi di bidang urusan agama Isiam
membantu pembangunan pemerintahan umum di bidamgaaga
pada tingkat Kecamatan. Salah satu tugas pentiy &dalah
melakukan pencatatan pernikahan sesuai hukum pergawin
Islam di Indonesia. Dalam pelaksanaan pencatatamkpban
seringkali terjadi praktek pemberian gratifikasi daihgk
mempelai kepada penghulu KUA. Alasannya, karena
pelaksanaan pernikahan banyak yang dilakukan diKaator
dan di luar waktu efektif kerja. Di samping itu peaghKUA
terkadang melakukan pekerjaan lain yang diminta pihak
mempelai di luar tugasnya, seperti bertindak sebagkil wali
nikah dan memberikan doa serta khutbah nikah.

Jenis penelitian ini adalalield research dengan
menggali data dari KUA-KUA dan masyarakat di wilayé&dta
Semarang. Adapun metode pendekatan yang dipakdahada
pendekatardoktrinal yang dilengkapi dengan pendekataon
doktrinal, di mana keduanya merupakan pendekatan kombinasi
agar dapat berfungsi saling menunjang dan melengkapi
(komplementaritas). Metode pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara mendalam kepada para penghulu KUA di
Kota Semarang dan pihak mempelai, dan studi doktasen
mengenai gratifikasi. Analisis penelitian ini menggkan
metodedeskriptif analitis

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan pernikahan di wilayah KUA Kota Semaraagiim
terjadi praktek gratifikasi, baik sebelum ataupunlabtadanya
pelarangan dari KPK. Sebelum ada pelarangan, praktek
gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar baik oleh
masyarakat maupun penghulu. Praktek gratifikasi fagerjadi



dengan frekwensi yang tinggi. Sedangkan setelah ada
pelarangan masih terjadi beberapa praktek gratifikasskipun
dengan frekwensi yang rendah. Artinya, implementasitpean
biaya menikah sesuai PP Nomor 48 tahun 2014 yangj lemf

baru biaya pencatatan pernikahan yang diharapkan dapat
menghilangkan praktek gratifikasi, baru berjalan separaial

dan belum sepenuhnya efektif.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-‘AlaminHanya dengan ridha dan
inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas pamelit
individual yang berjudut PRAKTEK GRATIFIKASI DALAM
PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi
Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang)

Tema di atas sengaja dipilih untuk diteliti karerdodong
oleh beberapa pemikiran; (1) penulis berusaha uotuicern
melakukan kajian terhadap problematika hukum Islanutama
yang bersinggungan dengan persoalan Hukum Perdata Isla
seperti perwakafan, kewarisan, dan perkawinan (2) kajian-
kajian terhadap hukum Islam saat ini mengalami dikaryang
tinggi baik dari sisi yuridis, politis, maupun sosi&B)
implementasi peraturan termasuk dalam Hukum Perdatan Isl
seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan, Imahka
menimbulkan masalah-masalah baru.

Dalam atmosphere pendidikan tinggi, penelitian
merupakan bagian integral kegiatan Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang tidak saja diorientasikan untuk mengemgkan

wawasan ilmiah akademik, melainkan juga sebagahausa



memberikan penawaran solutif atas problem-problem Isosia
yuridis, dan implementasinya di masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, hasil penelitian tentang
gratifikasi dalam pencatatan pernikahan ini dihaaapdapat
memberikan kontribusi dalam upaya mendorong terwujadny
sistem pelayanan pencatatan pernikahan yang pro&bsiam
akuntabel Upaya tersebut bisa dilakukan dengan jalan
meningkatkan profesionalitas lembaga KUA, melakukan
sosialisasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakdas ser
meningkatkan pengawasasoftrolling) terhadap pelaksanaan
pencatatan pernikahan.

Penulis memahami bahwa penelitian ini bisa berhasil
tidak lain karena andil dari berbagai pihak. Pad@hgstan ini
penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginypatla
pihak-pihak yang berperan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. Rektor IAIN
Walisongo

2. Bapak Dr. H. Muhsin Jamil, M.Ag. Kepala Lembaga
Penelitian IAIN Walisongo

3. Para responden penelitian, terutama di lingkungan KUA
Kota Semarang, dan para pihak mempelai, serta semua

pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini.



Penulis menyadari hasil penelitian ini masih mengagd
banyak kekurangan, baik dari aspek metodologi maupun
substansinya, karena itu segala upaya perbaikantspegalis
hargai. Penulis berharap penelitian ini dapat memmbanfaat
sebagai salah satu pemecahan problem-problem tiragginy
perceraian di Indonesia.

Amin ya Rabbal ‘Alamin

Semarang, 11 September 2014

Peneliti

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 1995031002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu
instititusi di tingkat kecamatan yang melaksanakamwenangan
Kementerian Agama sebagai ujung tombak pelaksahagas
umum pemerintahan khususnya di bidang urusan agsiama.|
Bidang-bidang yang ditangani KUA antara lain perkawjna
wakaf, pembinaan kerukunan beragama, dan sebag&ialanm
pelayanan bidang perkawinan, KUA sebagai Pegawata®an
Nikah (PPN) bertugas melakukan pencatatan pernikahan.
Dengan fungsi tersebut, KUA menjalankan peran yaegipg
dalam legalisasi hubungan perkawinan sehingga mnemili
kekuatan hukum yang kuat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penanma
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama,
masyarakat yang melakukan pencatatan pernikahan hanya

membayar biaya administrasi sebesar Rp. 30.000 (tig#h pu
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ribu rupiah)! Namun dalam prakteknya biaya pencatatan nikah
seringkali membengkak dari biaya yang sudah ditentuka
Misalnya di Kebon Jeruk Jakarta biaya pencatataahnikisa
mencapai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rugiaBglih
adanya penambahan biaysalem tempé@l dalam pencatatan
pernikahan ini karena banyak dari calon pengantiu ata
keluarga yang menghendaki pernikahan dilakukan dr lua
Kantor KUA. Praktek nikah seperti ini kemudian dikenkeh
masyarakat dengan istilah nikddedhol Dengan model ini,
bukan pasangan pengantin yang datang ke Kantor KUA,
melainkan penghulu KUA yang datang ke tempat pehaika
pengantin.

Pada satu sisi praktek nikalbedhol ini membantu
masyarakat dalam mempermudah pencatatan pernikakegi, te
dengan adanya penambahan biaya pencatatan diraséan
masyarakat sebagai beban yang memberatkan. Sayangnya
penambahan biaya nikdledholini seakan sudah melembaga di
kalangan KUA. Sehingga tidak mengherankan apaird&tek
pembengkakan biaya pencatatan nik&edhol ini sulit

! Aturan mengenai biaya pencatatan pernikahan di KtuA
tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2000 tentang Ttk Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaitemian Agama.

2 KoranSeputar IndonesjsSabtu, 29 Desember 2012,
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dihilangkan. Hal ini berakibat maraknya praktek nilsatni, di
mana nikah tersebut tidak didaftarkan atau dicatatkaUA
karena salah satu faktor penyebabnya karena mahalaya b
pernikahan dan jauhnya KUA dengan tempat domisili
pengantin.

Apabila dilihat dari aspek yuridis penambahan
pembayaran melebihi dari biaya yang secara resntagikan
dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi. Hal ini ssgdimana
ditegaskan oleh Irjen Kementerian Agama M. Jasingyan
mengungkapkan bahwa menurut aturannya penghulu hanya
boleh menerima Rp. 30.080Atas kelebihannya pembayaran
dari ukuran itu dianggap suap atau gratifikasi menirasal 12
B dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberamtasa
Tindak Pidana Korup$i.

Kasus gratifikasi di KUA dalam masalah pencatatan
nikah bedhol pada saat ini telah menjadi isu nasional yang
mencuat dalam setiap pemberitaan, dan menambah isemak
kelamnya rekam jejaktrack record di Kementerian Agama

dalam soalclean governancelrjen Kementerian Agama M.

% Kompas.con®abtu, 9 Februari 2013
4 Buku Saku Memahami Gratifikasiakarta: 2010, KPK RI, hal.
iii.
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Jasim, mengungkapkan pungli dari pelaksanaan pencatatan
pernikahan di Kemenag, terutama di KUA bisa menc&pai
1,2 trilliun. Irjen Kementerian Agama menyatakan puaguiar
kebanyakan terjadi ketika penghulu meminta tambahapa
menikahkan dari pasangan yang telah mendaftar ke. KUA
Namun adanya penambahan biaya pencatatan nikah ini
juga bukan tanpa alasan, minimal apabila dilihat gerspektif
pelaksanaan tugas profesi KUA di luar jam kantor.
Argumentasinya bahwa biaya yang dibayarkan penghokan
hanya biaya pencatatan nikah, namun ada tambahga laiin.
Biaya itu diantaranya untuk ongkos penghulu, kareaidof
transportasi dan letak geografis di suatu tempat jyanb.
Karena itu Kemenag saat fhisedang merumuskan kebijakan
baru agar para penghulu tidak meminta biaya tamblaliratain
dari yang sudah ditetapkan dalam PP 51 Tahun 208€btat.
Tingginya beban biaya nikah yang harus dibayarkan
calon pengantin dapat berimplikasi pada berbagai kaspe
Pertama praktek gratifikasi di KUA akan memperlemah

akuntabilitas lembaga. Pada tahap selanjutnya akilitas

® Surat Kabar HariarSeputar IndonesjaSabtu, 29 Desember
2012.
®Ibid., Sabtu, 9 Pebruari 2012.
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yang rendah akan berpengaruh pada semakin lemahnya
kepercayaan tiust) publik pada lembaga tersebut, sehingga
akan mempengaruhi legitimasi publik pada lembaga KUA
Kedua tidak mustahil tingginya beban biaya pencatatikam
ikut berpengaruh pada tingginya angka pernikahan bawah
tangan (sirri). Hal ini sebagaimana disimpulkan dariilhas
penelitian yang dilakukan Lembaga Penyuluhan Kdasutlan
Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo menunjukkan faktor dominan yang memicikipia
nikah sirri di Kecamatan Mijen Kota Semarang dikakama
masyarakat merasa berat membayar biaya pencatatan®nikah
sehingga mereka lebih memilih tidak mencatatkan gahain
yang mereka lakukan.

Adanya praktek gratifikasi di KUA ini dalam konteks
kenegaraan, bertentangan dengan spirit peneggé&ed and
clean governance yang saat ini menjadi parameter

penyelenggaraan kenegaraan. Sebagaimana dikeadbdiand

" Hubungan antara akuntabilitas lembaga terhadaijtiniegi
publik dapat dibaca di Hetifah Sj. Sumartapvasi, Partisipasi, dan
Good Governance: Sebuah Prakarsa Inovatif dan Bigditif di
Indonesia Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hal. 2-3.

& Tim LPKBHI, Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Mijen Kota
Semarang Penelitian Tim LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Watingo,
2005.
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clean governancenempersyaratkan akuntabilitas pengelolaan
lembaga. Baik buruknya sebuah organisasi bisa dibila ia
telah mengimplementasikan  prinsip-prinsip  dargood
governanceantara lain akuntabilitdsSelama kurang lebih dua
dasawarsa terakhir ini pemerintahan Indonesia sedang
menggalakkan promosi mengerdean governanceerutama
dalam penyelenggaran pelayanan publiean governance
yang merupakan bagian dg@wood governancenenjadi agenda

penting dalam pengelolaan pemerintahan di Indori&sia.

. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang permasalahan di atas,
maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:
1. Apakah dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan di
wilayah KUA Kota Semarang terjadi praktek gratifik@si
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinydgka
gratifikasi di wilayah KUA Kota Semarang ?

° Hetifah Sj. Sumartd,oc. Cit.
19 Sofian Effendi,Membangun Good Governance: Tugas Kita
Bersama2005.
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C. Signifikansi Penelitian
Penelitian ini memiliki signifikansi, terutama terkai
dengan kontribusinya baik secara empiris, teoritrsldbijakan

yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi empiris, yaitu analisis terhadap pelaksanaa
pencatatan pernikahan yang mengedepankan akuratsbilit
Hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi
kepada masyarakat mengenai pencatatan pernikahan yang
transparan, sehingga masyarakat termotivasi untuk
melakukan pencatatan nikah. Hal ini akan meminsisali
terjadinya pernikahan sirri.

2. Kontribusi teoritis, yaitu dengan meneliti pelaksanaa
pencatatan pernikahan. Penelitian ini diharapkanatdap
mencari model pencatatan pernikahan yang berbasis pada
akuntabilitas.

3. Kontribusi kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkdapat
memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang
(pemerintah) tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan

yang profesional, mudah, dan transparan.

Bertitik tolak dari penjabaran di atas, dapat dijedask

bahwa gagasan fundamental dalam penelitian ini ahdal
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munculnya kebijakan hukum yang mampu mencapai keadi
bagi warga negara berupa pelaksanaan pencatatan ghemik
yang profesional, mudah, dan transparan dalam melaksa
pernikahan. Selain itu, upaya penegakkan aturanngang-
undangan berupa pembuatan kebijakan tentang biaya
pernikahan yang bebas dari praktek gratifikasi parabpe]
KUA sangat diperlukan. Di samping itu, pelaksanadmam
yang terbebas dari praktek gratifikasi di KUA juga trgdlikasi

pada semakin berkurangnya eskalasi nikah sirri.

Kajian Research Sebelumnya

Terdapat beberapa literatur maupun hasil penelitian
yang mengkaji persoalan pelaksanaan pencatatan aleamildi
Kantor Urusan Agama (KUA), antara lain:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Tim LPKBHI
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo berjudulNfkah Bawah
Tangan di Kecamatan Mijen Kota SemargriZ005. Penelitian
itu mengungkap bahwa jumlah pasangan yang meniedras
bawah tangansrri) di Kecamatan Mijen mencapai jumlah

terbesar di Kota Semarang. Salah satu faktor penygaabn
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karena pasangan-pasangan pengantin atau keluarga merasa
keberatan dengan biaya pencatatan nikah yang tifig@diA.**

Kedua buku yang ditulis Muhammad Daud Ali dengan
judul “Hukum Islam dan Peradilan Agafmenegaskan bahwa
dalam pelaksanaan pernikahan seharusnya dilakukearase
mudah. Terlebih pemerintah memiliki tanggung-jawatukin
memenuhi kepentingan publik agar masyarakat memperoleh
aksesibilitas dalam pelayanan pernikahan. Hal untuk
mendapatkan kemudahan pelayanan merupakan hak setiap
masyarakat yang akan melakukan pernikahan.

Ketiga, buku yang ditulis Sudarsono dengan judul
“Hukum Perkawinan Nasional’ menjelaskan tentang dasar
hukum perkawinan yang dilakukan oleh berbagai wasgara
yang berbeda agamanya. Ternyata dengan mempertingrangk

aspek-aspek kemaslahatan yang diperoleh, semua agama

" Tim LPKBHI, Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Mijen
Kota Semarang Penelitian Tim LPKBHI Fakultas Syari'ah [AIN
Walisongo, 2005.

2 Mohammad Daud AliHukum Islam dan Peradilan Agama,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
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membenarkan apabila perkawinan harus dicatatkan oleh
lembaga negars.

Buku Saku terbitan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) “Memahami Gratifikasj 2010. Buku ini mengungkap
persoalan korupsi yang sangat populer di masyaraleskilpun
tindakan korupsi begitu merugikan dan menjadi musuh
masyarakat, ternyata masih banyak masyarakat yangnbelu
mengetahuinya. Pada umumnya, masyarakat memahaumpskor
sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara s8ulaia
ini mengungkap 30 jenis tindak pidana korupsi sedudi
Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ke-8% je
tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapsibdibok-
kan menjadi tujuh, yaitu: kerugian keuangan negauap-s
menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan,aperbu
curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan

gratifikasi*

3 Sudarsono,Hukum Perkawinan NasionalRineka Cipta
Jakarta, 2010.

14 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 201Byku Saku
Memahami GratifikasiKPK RI, Jakarta.
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E. Kerangka Teori

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kemajib
serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki damarg
perempuan yang keduanya bukan muhrim (saudara sedarah).
Menurut UU Perkawinan Nomorl Tahun 1974 pasal 1
menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahimbantara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagaii sua
isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahdgra
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi
perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan perjangamar
hidup untuk membentuk keluarga dan berketurunan dan
melakukannya termasuk ibadah. Oleh karena itu hulgiaml
sebagai manifestasi dari ajaran Islam banyak mengattang
pernikahan yang luhur dan beradab sehingga anak-aarak y
dihasilkan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat.

Menurut KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pasal 6
menjelaskan  bahwa pelaksanaan akad nikah harus
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN
(Pegawai Pencatat Nikah). PPN adalah pegawai negeg ya
diangkat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1946 pagditp
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. PPN inilah yang
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akan menikahkan dan mencatat pada buku Akta Néethngga
pernikahan tersebut dinilai sah menurut hukum negara da
hukum agama, karena Akta Nikah merupakan bukti iktéziath
terjadinya pernikahan.

Setiap orang yang akan menikah harus memberitahukan
kehendaknya terlebih dahulu kepada PPN di tempatpankn
akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari
sebelum perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya PPah ak
mencatat dan meneliti apakah syarat-syarat perkawindahs
terpenuhi dan kedua mempelai tidak terdapat halangan
perkawinan menurut Undang Undang. Selanjutnya PPN
mengumumkannya di tempat yang mudah dibaca olehmumu
tentang pelaksanaan nikah. Hal ini dijelaskanrddP® Nomor
9 Tahun 1975 tentang pelaksaan UU Perkawinan.

UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 1 poin (4) menjelaskan
bahwa setiap orang yang menikah harus membayar biaya
pencataan yang banyaknya ditetapkan oleh Mentexnrag dan
biaya pencataan tersebut masuk ke dalam kas negara.
Pembiayaan tersebut dimaksudkan sebagai biaya persoaf
nikah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penanma

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama,
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masyarakat yang melakukan pencatatan pernikahan hanya
membayar biaya administrasi sebesar Rp. 30.000 (tig#h pu
ribu rupiah)*® Apabila terjadi pembengkaan biaya, hal itu tidak
diatur dalam Undang Undang.

Pelaksanaan akad nikah di masyarakat apabila ditinja
dari tempatnya ada dua jenis, yakni pernikahan yamigimpat
di KUA dan bertempat di tempat domisili wali pererapu
(nikah bedhdl Nikah bedholinilah yang sering dirasakan oleh
masyarakat sebagai nikah yang berbiaya mahal, kar@mne h
memberikan salam tempel (biaya tambahan) kepada RRY y
besarnya menurut kebiasaan masyarakat, tidak diatumdaU
sehingga tidak ada ukuran pastinya. Padahal PPMNbtdrs
bertugas atas nama negara, sehingga ketika ia manerim
pemberian atas pelayanan yang diberikan pada mastaraka
maka inilah yang disebut gratifikasi. Gratifikasi meakan
suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukuiiakin
pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalRasal 12 B
UU tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersgtauifikasi

didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arts, lyakni

5 Aturan mengenai biaya pencatatan pernikahan di KtuA
tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2000 tentang TAs@f Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaitenian Agama.
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meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, piajatanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, [grgn wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yategirda di
dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang udikak
dengan menggunakan sarana elektronika maupun tangaas
elektronika®®

UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsienrem
30 (tigapuluh) jenis tindak pidana korupsi. Tigapulemis
tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapsiodikok-
kan menjadi tujuh, yaitu: kerugian keuangan negauap-s
menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan,aperbu
curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dgiikgsa
Berdasarkan penjelasan tersebut praktek gratifikasirse@ng
terjadi di KUA termasuk tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang
negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadiosdag
lain!” Akibat dari praktek korupsi adalah menimbulkan

kerugian yang besar bagi negara, mengakibatkan kerarski

16 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indondsie, Cit
" Departemen Pendidikan Nasioné{amus Besar Bahasa
Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 631.
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struktural, penumpukan secara tidak sah aset-asespgdhntir
orang, buruknya tata kelola lembaga negara, dan hijang

legitimasi publik pada lembaga-lembaga pemerintah.

. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, karena dengan panelit
akan mampu mengungkap kebenaran secara sistematis,
metodologis dan konsisten. Penelitian akan memgertojean
seperti yang diinginkan apabila dilakukan melaluasgkaian
metode ilmiah, sebab metode merupakan alat yang eréwmb
pedoman bagi para ilmuwan untuk menemukan, mempelaja
dan menganalisa serta memahami permasalahan yargppliha
guna mengungkap kebenaran secara obyekiif.

Penelitian ini yang berjudul “Praktek Gratifikasi dala
Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kt
Semarang)” adalah penelitian hukum yakni serangkaiases
pencarian data atau informasi untuk menemukan atwrisumi
prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum

mempunyai tujuan untuk mendapatkan pemahaman dkthém
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mengenai gejala hukum terteftfuAdapun gejala hukum pada
penelitian ini terfokus pada praktek gratifikasi yadipkukan
antara pihak keluarga atau pasangan pengantin deregabat
KUA di Kota Semarang pada saat pelaksanaan pencatata

pernikahan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangdield
research) yang mengambil lokasi di beberapa KUA yang
ada di wilayah Kota Semarang. KUA merupakan lembaga
yang memberikan pelayanan pencatatan pernikahan yang
ada di setiap kecamatan. Di Semarang ada 16 keagamata
yang berarti ada 16 KUA mewakili jumlah seluruh
kecamatan. Peneliti perlu juga menggali data ke
perpustakaan untuk mencari data sekunder dan data
pendukung guna menyusun kerangka teori yang diganaka
sebagai dasar pemahaman untuk menganalisa. Misalnya,
buku yang berhubungan dengan masalah gratifikasi
pencatatan pernikahan, jurnal hukum, artikel hukum,

website yang berkenaan dengan tema penelitian. Metode

18 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumJakarta: Prenada
Media Group, 2005, hal. 35.
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penelitian ini termasuk penelitiakualitatif dengan cara
membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang
berkaitan dengan tema penelitian. Penelitlaralitatif
bertujuan untuk membangun konsep teori yang berdasarkan

bahan bacaan.

Metode Pendekatan Masalah

Berpijak pada ruang lingkup masalah di atas, makaaeet
penelitian dilakukan dengan pendekatan sechirinal
yang dilengkapi dengan pendekatsn doktrinal® Kedua
pendekatan tersebut merupakan pendekatan komboesi a
dapat berfungsi saling menunjang dan melengkapi
(komplementaritas)? Kedua pendekatan ini digunakan
untuk memahami ketentuan normatif tentang gratifidas
mengungkap makna dibalik tindakan yang dilakukagh ol
responden mengenai; bagaimana mereka memahami

ketentuan gratifikasi dan akuntabilitas, dan bagaana

9 Soedjono, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan

PenerapanJakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 56.

? pemahaman pendekatan nondoktrinal dan doktrinEnda

metode penelitian hukum identik dengan pendekstaidis sosiologis
dan yuridis normatif Julia Brannen,Memadu Metode Penelitian
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hal. 20.
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implementasinya dalam tindakan. Selain itu, pengiga
menggunakan pendekatan kasuscase approact?’
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukeahte
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum

yang dihadapi.

3. Metode Analisis Penelitian
Analisis penelitian ini menggunakan metodkeskriptif
analitis. Metode deskriptif analitis yaitu penulisan
penelitian untuk melukiskan, memaparkan dan melaporka
data-data penelitian yang berasal dari data primer dan
sekunder dengan dasar standar dan umasionalitas
sehingga analisisnya mempunyai nianpiris?> Penulisan
penelitian ini akan berusaha menemukan dan menaanpilk
data-data tentang isu hukum yang menjadi tema ipenel
kemudian dianalisa dengan menggunakan penggalian

informasi.

L peter Mahmud Marzukp. Cit, hal. 119-121.
22 surachmad Winarndyasar dan Teknik Research (Pengantar
Metodologi limiah) CV Tarsito, Bandung, 1970, hal. 135.
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4. Metode Pengumpulan Data
Pada pengumpulan data, peneliti berusaha mencari
sumber informasi data dari tempat penelitian dan peakaan.
Adapun data yang dibutuhkan adalah:
a. Data primer
Data primer adalah data yang memuat bahan hukum prime
yang sangat dibutuhkan dalam penyajian penelitiatuku
dianalisa supaya terungkap kebenarannya. Data primer
diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan metode
wawancara bebas terpimpin berpedoman pada kuesioner
terbuka. Adapun yang menjadi responden adalah para PPN
KUA di wilayah kota Semarang dan pasangan pengantin
Wawancara dapat dilaksanakan secara langsung maupun
tidak langsung. Pada penelitian ini menggunakans jen
wawancara langsung dan mendalgmobing), tidak terikat
oleh daftar pertanyaan responden tetapi bisa berkegnba
mengikuti informasi yang muncéi. Probing merupakan
langkah lanjut wawancara terstruktur yang perlu didah
jawaban pertanyaan. Pada penelitian ini wawancapadee

petugas PPN KUA dilaksanakan berdasarkan sampel @ari 1

2 | pid.
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KUA di wilayah Kota Semarang. Sedangkan wawancara

kepada pasangan pengantin dengan menggunakan teknik

random sampling setiap KUA hanya diambil sampel

pasangan pengantin yang melakukadholnikah.

. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk

melengkapai data primer. Data ini berasal dari bah&arhu

yang berkaitan dengan dasar hukum pernikahan yang

ditetapkan oleh badan legislatif dan pemerintaheiep

- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- PP Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Kompilasi Hukum Islam Buku Pertama Perkawinan

. Data pelengkap

Data pelengkap adalah data yang digunakan untuk

melengkapi analisa hasil penelitian. Data ini berbphan-

bahan non hukum apabila dipandang perlu. Misalnykau bu

teks hukum Islam, laporan penelitian non hukum,guron

hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

penelitian.
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5. Metode Pengolahan Data

Data primer maupun sekunder yang dikumpulkan di
lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis derlgagkah-
langkah; membuat kategori untuk mengklasifikasi jsava
sebagai kerangka analisa d#taData kuantitatif tersebut
berfungsi sebagai pendukung data kualitatif. Selaun
dilakukan pula pengolahan data secara kualitatihgde
mendiskripsikannya seutuh mungkin dengan mengupayak

storyingmendekati realitas sosial yang terjadi.

6. Metode Analisis Data

Kegiatan menganalisis data kualitatif dilakukanasac
interaktif dan terus-menerus secara tuntas. Sedandtditas
dalam analisa data meliputi; reduksi data, penyaiiata, dan
kesimpulan atau verifikadl. Adapun metode penelitian yang
dipakai adalalDeskriptif Analitis yaitu suatu penelitian yang

meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, daelasan

4 Soetandyo Wignjosubroto, “Pengolahan dan AnalisaaD
dimuat dalam Koentjaraningratjetode-Metode Penelitian Masyarakat
Jakarta: Gramedia, 1981, hal. 328-356.

% Miles dan HubermanQualitatife Data Analysis Jakarta,
Universitas Indonesia Press, 1994, hal. 2.
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atas datd® Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis
menggunakan teori-teori gratifikasi. Dengan penggunaan
metode ini maka permasalahan penelitian ini akapatda

diungkap secara tepat.

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel

dibawabh ini:

Kegiatan

Pencarian data
lapangan
Analisa data
Penyusunan draft
hasil penelitian
Pembuatan
laporan akhir dan
penjilidan

% Winarno SurakhmadDasar dan Teknik ResearcBandung:
Tarsito, 1978, hal.132.
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BAB Il
KONSEP PENCATATAN PERNIKAHAN
DAN GRATIFIKASI

A. Tugas dan Fungsi KUA
Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama\JKM
Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan OrganisasoiKant
Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanaka
sebagian tugas Kantor Departemen Agama KabupateKatan
di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KUA
melaksanakan fungsi-fungsi:
1. Menyelenggarakan statsistik dan dokumentasi,
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan,
dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan
membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibada

sosial, kependudukan dan pengembangan keluargaakakin

2" Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001
tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agamarkaan.
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sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan olgénDi
Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

B. Dasar Hukum dan Urgensi Pencatatan Perkawinan
1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1
menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahiin bat
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai ssami i
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tanggg ya
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Dari definisi di atas menunjukkan bahwa pernikaharupekan
lembaga yang memberi legimitasi seorang pria daritavantuk
bisa hidup bersama dalam sebuah keluarga.

Pada pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa legitimasi
pernikahan didasarkan pada parameter agama dari kathm c
mempelai: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukanumut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.
Pernyataan pasal ini secara implisit menegaskan béidata
diperbolehkan pernikahan beda agama. Dengan dendkiam
konteks hukum Islam, keabsahan pernikahan ditentwtein

terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Jadi adarkysn ru
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dan syarat pernikahan bisa dikatakan sebagai Syamaemri
Karena tanpa ada keduanya pernikahan dianggap tietalalp
ada, alias batal demi hukum.

Namun dalam kenyataannya, pernikahan yang hanya
mencukupkan pada terpenuhinya rukun dan syarat sstgryu
menimbulkan masalah baru karena hal tersebut secara
keperdataan tidak memiliki legitimasi yang kuat Hedakan
tidak adanya bukti telah terjadinya pernikahan. Karéiu
sebuah pernikahan perlu dilakukan pencatatan di degabat
yang berwenang, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi
kaum muslim dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi tinan
muslim (Katholik, Kristen, Budha, dan Hindu). Meskipu
pencatatan bukan merupakan bagian dari rukun dantsyara
pernikahan, tetapi karena dapat menjamin legalitsuah
pernikahan maka eksistensinya menjadi perlu dilakukan
Pemikiran tentang pentingnya pencatatan dalam péraika
tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyataKaap-*
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangngaoh
yang berlaku”.

Persoalan ini pula yang dahulunya menjadi ajang
perdebatan menjelang ditetapkannya UUP 1 Tahun a@i&ta
kubu umat Islam dengan kubu pemerintah. Menurut Usten
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sahnya perkawinan cukup ditentukan oleh dipenuhnojan

dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Sedangkam d
terwujudnya tertib hukum, pemerintah memandang bahwa
pencatatan merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi
pernikahan yang sah.

Urgensi pencatatan untuk legalitas perkawinan yang
ditunjukkan oleh adanya Akta Nikah. Keperluan Al&ah
antara lain bisa digunakan untuk mengurus akténkalaanak,
keperluan terkait status perkawinan, dan sebagaiem@catatan
pernikahan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalzmlse
keluarga. Kecuali itu pencatatan juga merupakan kentu
perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam meneberol
hak-hak dalam keluarga, seperti nafkafdlanah status nasab,
waris, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya Rikiah,
hak-hak seorang isteri atau anak dalam memperolehdiakyh
dalam keluarga dapat saja diragukan.

Kasus seperti di atas dapat diilustrasikan dalam
pernikahan sirri  di mana isteri ketika menuntut hak
perlindungannya ke Pengadilan Agama menjadi kardsitu
disebabkan karena isteri tersebut tidak memiliki bdttimal

bahwa dirinya telaah menikah dengan suaminya. Adapun

36



beberapa dasar hukum mengenai pencacatan pernilatiarg

lain:

a.

UU Nomor 22 Tahun 1946

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selayptn
disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Niaig
diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditun;j
olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agam
Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberikam
kepada Pegawai Pencatat Nikah”.

Pasal di atas memberitahukan legalisasi pernikalatak, t
dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar
memperoleh kepastian hukum. Dalam negara yang teratur
segala hak yang berkaitan dengan kependudukan harus
dilakukan pencatatan, seperti kelahiran, pernikahan,
kematian, dan sebagainya.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2
Ayat 2menyatakan

“Tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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Pasal 2 Ayat 1:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh
Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UUMNomo
32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dgmkRu

Sedangkan pada Pasal 2 Ayat 2:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu
selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaiman
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai

pencatatan perkawinan”.

Pada Pasal 2 Ayat 3:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang
khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan
berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara
pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana dit@mtuk

dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah.”
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Pasal 6 Ayat 1:

“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan
kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah
syarat-sayart perkawinan telah dipenuhi dan apakak tida

terdapat halangan perkawinan menurut Undang Undang.”

Pasal 6 Ayat 1:

Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksuddalgat

(1), Pegawai Pencatat meneliti pula:

a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon
mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atmats
kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang
menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang
diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat adenga
itu;

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan,
pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempel

c. lzin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam
pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang Undang,
apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
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Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang
Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang
suami yang masih mempunyai isteri;

Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksudl Pasa
ayat (2) Undang Undang;

Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau
dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bag
perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Hankam/Pangab, apabila salah satu calon mempalai at
keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang dasahk
Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon nm&mpel
atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuat
alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepadaoran

lain.

2. Pengaturan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan awalnya tidak diatur secara

eksplisit oleh hukum Islam. Hal ini berbeda dengaakiek

muamalah yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu

tertentu, diperintahkan oleh al-Quran untuk mencatatRyala
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perkembangan berikutnya dengan mempertimbangkan aspek
kemaslahatan para pihak yang terkait dengan eksisten
keluarga, maka pencatatan pernikahan dipandang sebaga
sesuatu yang penting.

Dalam hukum positif Indonesia ketentuan mengenai
pencatatan pernikahan banyak dijumpai dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa;
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut muku
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.nDala
penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Tidda a
perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercaygan
Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahui 19
tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Tiap-tiap peria@aw
harus dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Dalasalpa
tersebut yang dimaksud peraturan adalah UU Nomor 28rTah
1946 dan UU Nomor 34 Tahun 1954. Sedangkan kewsjiba
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diatur dalam PP Nomahunt
1954 dan Nomor 2 tahun 1955. Menurut Pasal 2 PP Némor
Tahun 1975 bahwa: “Pencatatan Perkawinan bagi yang

beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat NIREN)
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KUA, sedangkan pecatatan perkawinan bagi selainmisla

dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada KCS”.

Mengenai pencatatan perkawinan dalam Buku Pertama

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 menjelaskan:

1)

2)

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakatrisl
setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakuka
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur
dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto
Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Sedangkan teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam

Pasal 6 yang berbunyi:

1)

2)

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mempelai yang menikah dengan dicatatkan maka

masing-masing suami dan isteri akan mendapatkan Mikgh,

yang dapat digunakan oleh keduanya sebagai buktikun
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membela hak-haknya apabila ada salah satu pihakilapa
terdapat perselisihan atau salah satu pihak tidakunagkan
kewajibannya sebagai suami isteri. Dengan demikiapad
dikatakan bahwa pencatatan pernikahan atau perkawinan
memiliki tujuan untuk mewujudkan Kketertiban perkawmina
menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah telah lama berupaya untuk menegakkan
tertib hukum dalam pencatatan pernikahan ini, terataejak
ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina
Pencatatan perkawinan meskipun telah disosialisasikan
dilembagakan akan tetapi masih ditemui banyak h&anba
untuk mengefektifkan ketentuan tersebut. Kendalatetjadi
karena masyarakat muslim masih ada yang memahamiabahw
ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif figh
sentris?® Menurut pemahaman ini perkawinan dianggah sah
apabila sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinagrtsep
yang ditentukan oleh ketentuan figh, meskipun tidigkuti oleh
pencatatan perkawinan. Alasan ini pulalah yang daimdnjadi

salah satu bahan polemik yang tajam antara kelonupot

% Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesidakarta:
Rajawali, 2013, hal. 92.
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Islam dengan pemerintah ketika RUU Perkawinan akan
diundangkan.

Pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai syarat
administratif belaka, artinya perkawinan tetap saharsec
hukum, karena parameter yuridis sah tidaknya suatapér&n
ditentukan oleh ketentuan agama dari mempelai yang
melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan dnenja
penting karena tanpa pencatatan, suatu perkawinaak tid
memiliki kekuatan hukum. Implikasi yang ditimbulkagari
tidak adanya pencatatan perkawinan dirasakan apetalsalah
satu mempelai yang melakukan wan prestasi kepdmdé [ain,
maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukwaiam
membela hak-haknya. Hambatan dalam melakukan upaya
hukum disebabkan tidak adanya bukti yang otentikkadigan
dengaan perkawinan yang dilakukannya. Dengan adzkilpat
negatif dari tidak dilakukannya pencatatan perkamjinii
berarti  bertentangan dengan tujuan dilangsungkannya
perkawinan.

Menurut Pasal 3 dan 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 proses
pencatatan pernikahan diatur sebagai berikut:
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1)

2)

3)

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai R¢ncat
di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
perkawinan dilangsungkan.

Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2)
disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikam o

Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 1975

disebutkan bahwa pemberitahuan rencana perkawinagbters

dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertukh aalon

mempelai, atau orang tua atau wakilnya.

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofig pencatatan perkawinan

berguna untuk menanggulangi agar tidak terjadi kelgaman

atau penyimpangan rukun dan syarat perkawindika syarat

formil perkawinan telah dipenuhi, dan tidak ada lasangtau

pencegahan perkawinan menurut hukum agama maupun

29 | pid.
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Undang Undang maka calon mempelai dapat melanganngk

perkawinan.

Pasal 8 menyebutkan bahwa setelah dipenuhinya tata
cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu
halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggearak
pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melarkgsung
perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman
menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan
Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan d
mudah dibaca oleh umum.

Pada Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan
bahwa pengumuman ditandatangani oleh Pegawai R¢yeag
memuat:

1) Nama, umur, agamal/kepercayaan, pekerjaan, tempat
kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon
mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah
kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka
terdahulu;

2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan

dilangsungkan.
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Pasal 11 ayat (1) menyatakan sesaat sesudah akdd nik
dilangsungkan, kedua belah pihak (suami-isteri)
menandatangani akta perkawinan yang telah disiamhah
Peagawai Pencatat. Dengan menandatangani akta peskaw
tersebut, maka pernikahan telah tercatat secara resmi da
masing-masing suami isteri mendapatkan kutipan AktaN
sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawifiasal 13
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) dsad Pa
7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Dengan diterbitkannya Akta Nikah, maka perkawinan
itu telah mendapatkan legalitas dan jaminan kegagdtukum,
termasuk memberi perlindungan hukum terhadap akibag yan
timbul dari perkawinan itu, seperti hak dan kewajilzamami
isteri secara timbal balik, saling mewarisi, hartasaera (gono-

gini), status nasab anak, perwalian, dan sebag#inya.

3. Pencatatan dalam Pandangan Ahli Hukum
Di lingkungan masyarakat kita masih terdapat

perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan mMaa

% Diadaptasi dari Abd Rasyid As'ad, “Urgensi Pentata
Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukumiyww.badilag.net
Diunduh pada hari Kamis, 04 September 2014.
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maupun Kantor Catatan Sipil. Alasan yang dikemukaka
mereka karena perkawinan seperti itu sudah sah karena
dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undardarién
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawina
yang dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya. Sementara menurut mereka
pencatatan perkawinan sebatas merupakan tindakamsticasi

saja. Artinya, apabila pencatatan tersebut tidalkwaliian maka
tidak akan berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawaram
telah dilaksanakan. Di pihak lain ada juga pihakngya
menganggap suatu perkawinan yang tidak dicatatkan
mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah danegdjkakan
sebagainikah fasid (rusak), sehingga bagi pihak-pihak yang
merasa dirugikan oleh perkawinan tersebut dapat megaju
pembatalan kepada Pengadilan Agama. Argumentasarga
ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1975 tentang Perkawinan di atas, merupakan satwiaesgang
tidak boleh dipisahkan dan harus dilaksanakan sécenalatif

dan bukan alternatif (secara terpisah atau berdiri gpfidi
Menurut Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka

31 Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam
Praktek Pengadilan Agamdakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002, hal. 50.
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ketentuan tersebut bersifat imperatif, artinya keismttersebut
bersifat memaks.

Akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan
tersebut, maka akan berdampak pada munculnya desparit
putusan hakim dalam memutus perkara pembatalan mkah
pengadilan. Bagi hakim pengadilan yang berpendiriamya
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1nTahu
1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuansgding
berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, maka perkaviiaru
dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketertiukom
agama dan kepercayaannya serta dicatat sesuai perging
berlaku. Sementara perkawinan yang tidak dilakukacgiatan
dinilai sebagainikah fasid karena belum memenuhi syarat,
sehingga belum dianggap sah secara yuridis formal dan
permohonan pembatalan perkawinan dapat dikabdfkan.

Di pihak lain hakim yang berpendapat Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan merupakan ketentuan yang tidak berhubungan,

maka perkawinan sudah dianggap sah apabila dilakukan

%2 Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacardeeka Cara
Pembedaan HukunBandung: PT. Citra Aditya, 1989, hal. 21.
% Abd Rasyid As'adl.oc. Cit

49



menurut ketentuan agama dan kepercayaannya saja. Bagi
kelompok ini pencatatan pernikahan hanya bersifat
administratif, bukan sesuatu yang wajib dilaksanaka
Implikasinya perkawinan tersebut dikategorikan sebag&an
nikah fasid dan bila ada pihak yang mengajukan permohonan
pembatalan kepada pengadilan, perkawinan terselaiit diabat
dibatalkan, bahkan permohonan pembatalan haruslidifola
Mahkamah Agung (MA) RI sebagai lembaga peradilan
tertinggi ¢op judiciary) lebih condong kepada pendapat yang
pertama. Dalam putusan kasasi Nomor 1948/K/PID/1991
tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tandan tidak
dicatat pada instansi yang berwenang, MA mengemukaka
bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah pedaw
seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomoh@nTa
1975, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut muku
agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurubtiate

yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinag ya

34 | bid.
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telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayain@ang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kumufatif.

MA tampaknya hanya mengakui sahnya perkawinan jika
telah terpenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oblgkum
agama yang dianut mempelai, dilakukan dihadapaabBeg]
Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang dan dicatat @itoaut
tersebut sesuai ketentuan yang berf&ku.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pencatatan
perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar
pernikahan sah menurut agama dan menurut hukum p@xsitif
samping diperlukan perspektif tidak perlu mendikat@n
parameter keabsahan perkawinan dari ukuran agama dan
negara. Demi terciptanya tertib hukum dan menjamin
kemaslahatan bagi eksistensi perkawinan serta halkéiakuh
anggota keluarga, maka pencatatan perkawinan merupaka
tindakan yang harus dilakukan.

Namun satu hal lain apakah pencatatan pernikahan
pernikahan itu menjadi syarat keabsahan pernikaham ata
tidak, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hal yang

berbeda.Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

% Abdul MannanQp. Cit, hal. 51.
% Abd Rasyid As'adl.oc. Cit
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RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 yang
ditetapkan karena adanya permohonandicial reviewyang
digjukan oleh Aisyah (Machica) Mokhtar dan anaknya
bernama Muhammad Igbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UlbNdm
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebag
seorang pria yang telah beristeri menikah kembali denga
Aisyah Mokhtar secara hukum Islam tanpa dicatatkdanda
register Akta Nikah. Dari pernikahan tersebut lahirkakadi-

laki yang bernama Muhammad Igbal Ramadhan Bin
Moerdiono?’

Atas permohonan tersebut MK berpandangan
mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Ta8iéa 1
tentang Perkawinan bahwa sesuai Penjelasan Umuna ahgk
huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 MK menyimpulkan (1)
pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukamyaa
perkawinan (2) pencatatan merupakan kewajiban admgiistra

3" Diadaptasi dari Syamsul Anwar dan Isak Munawartelan
Hakim PA Kelas |IA Majalengka), “Nasab Anak Di LuBerkawinan
Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUURDNLO tanggal
27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perunddngangan”, dalam
www.badilag.netDiunduh pada hari Selasa, 09 September 2014.

52



berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi
pencatatan tersebut dapat dilihat dari dua pregp&drtama
dari perspektif negara pencatatan diwajibkan untuk emesmi
fungsi negara dalam memberikan jaminan perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
bersangkutan yang menjadi tanggung-jawab negara yang h
dilakukan sesuai prinsip negara hukum (Pasal 281 4gain
ayat (5) UUD 1945). Sekiranya pencatatan tersebut digngg
pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak
bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena giasan
dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang Kaiduag
pencatatan secara administratif yang dilakukan negara
dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum
penting berimplikasi pada akibat hukum yang luahirggga
perkawinan dapat dibuktikan dengan akta autentikeifa itu
MK berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun
1974 tidak bertentangan dengan konstittisi.

MK berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di
luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yatekt

% Majalah KonstitusiNomor 61 Pebruari 2012, Jakarta: MK,
hal. 3.
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sah. Menurut MK secara alamiah tidak mungkin seorang
perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan ant&ram
denganspermatozoaaik melalui hubungan seksual maupun
melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknglagg
menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh sebab itk tid
tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan danak
yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan skkisua
luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perampu
tersebut sebagai ibunya. MK juga berpandangan tidekika
hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan
seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan ikatah
anak tersebut dari tanggung-jawabnya sebagai sebegpak.
Akibat hukum dari peristiva hukum kelahiran karena
kehamilan yang didahului dengan hubungan seksurean
seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah d¢ratbun
hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajibaaraec
bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak,dan
bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan selateng
laki sebagai bapak tidak semata-mata karena ad&ayani
perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan padbyleian
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adanya hubungan darah antara anak dengan laki-tskibtg
sebagai bapaknyA.

Kemudian MK menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1)
tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu MK mengabulkan permohonan pemohon
dengan salah satu diktumnya mereview ketentuan P&sal
ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan dilua
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibuaya d
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayalyayg
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan daml@gi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyauhgan
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya™®

Putusan MK tersebut merupakan suatu putusan yang
bersifat final dan mengikafigal and binding,** yang berkaitan
dengan uji materil UU yang dalam hal ini Pasal 4atg1)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan MK iniakerl
sebagai UU sehingga substansinya general, tidakidudil dan
tidak kasuistik sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (®tquPasal

% Ibid.
40 pid.
“1bid., hal. 61.
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57 ayat (1) UU MK. Karena itu Putusan MK ini menjadrma
hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indanesi
tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua oran
tuanya beserta segala konsekwensinya, baik analklatuirkan
oleh seorang perempuan yang dihamili seorang lakitéadpa
ikatan perkawinan (anak zina), dan setelah analair kedua
orang tua biologisnya tidak pernah mengikatkan difama
ikatan perkawinan, maupun setelah anak tersebutr lahi
kemudian kedua orang perempuan dan laki-laki itu nkestigan
diri dalam ikatan perkawinan yang sah (anak di luar
perkawinan), atau anak tersebut lahir dari seorang pemp
yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawiry@ang
tidak memiliki kepastian dan tidak memiliki kekuathukum,
karena peristiwa perkawinannya tidak sesuai dengamgang-
undangan yang berlaku (perkawinan sirri atau perkawmlia
bawah tangarf}

Putusan MK di atas akhirnya menuai pro dan kontra di
masyarakat, bahkan ada yang berpendapat putusan uterseb
melegalkan zina. Ketua MK Moh. Mahfud MD menegaskan

dalam putusan tersebut tidak ada sama sekali paaryd¥lK

42 syamsul Anwar dan Isak Munawagc. Cit
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yang melegalkan zina. Putusan itu hanya menyataldmva
anak yang lahir di luar perkawinan resmi tetap memauny
hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Artinyaasgat
putusan tersebut untuk memproteksi hak anak. Dergfaridin,
putusan ini adalah untuk melindungi hak konstitmalcseluruh
anak yang akan dilahirkdn.

4. Manfaat Pencatatan Pernikahan

Pernikahan yang sah menurut Undang Undang adalah
pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat menurut hukum
agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peratura
sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tab0n 2
telah dipenuhi.

Adapun beberapa manfaat pernikahan harus dilakukan
pencatatan ialah:
a. Pernikahan mendapatkan perlindungan hukum

Pencatatan pernikahan memberi perlindungan hukum

terhadap pernikahan terhadap pihak-pihak yang terkait

43 Diadaptasi dari “Majalah Konstitusi” Nomor 61 Pedri
2012, dalamwww.mahkamahkonstitusi.go.i®iunduh pada hari Selasa
09 September 2014.
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dalam pernikahan, seperti suami, isteri, dan anak-anak
Perlindungan hukum ini diperlukan terutama ketika hak-
hak dari pihak-pihak tertentu merasa dicederai olahkp

lain. Dalam masalah perceraian misalnya, seorang iste
hanya dapat menggugat hak nafkah, harta bersama, hak
hadhanahatas anak apabila isteri bisa membuktikan di
depan pengadilan antara dirinya dan suaminya terikat
perkawinan yang sah. Klaim isteri bisa diterima alpaiai
dapat membuktikan dengan Akta Nikah. Begitu pula
apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
pengaduan dari isteri atau suami yang menjadi korban
KDRT kepada pihak berwajib tidak akan diterima ajaabi
suami atau isteri tidak dapat menunjukkan buktis ata
pernikahan mereka yang resmi.

Pernikahan memiliki legalitas formal di hadapan hukum
Pernikahan yang dianggap memiliki legalitas formal
menurut hukum yaitu pernikahan yang dicatatkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Walaupun secara agama
sebuah pernikahan telah dianggap sah, tetapi kalal t
dicatat oleh PPN, pada dasarnya tidak memiliki legml

formal.
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c. Mendukung urusan perbuatan hukum lainnya
Keberadaan akta nikah dapat membantu keluarga untuk
melakukan perbuatan hukum lainnya, seperti akan
menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempaiag y
sulung, asuransi jiwa/kesehatan, sekolah bagi adak,
sebagainya.

d. Terjamin keamanannya
Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan
terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya
pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang
suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang
terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang
menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat
dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang
terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah

dahulu®*

4 Ahmad Nuryani,“Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di
Indonesia”, dalanhttp://kua-gedebage.blogspot.coliunduh pada hari
Rabu, 16 Juli 2014.
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5.

Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan
Beberapa akibat yang ditimbulkan dari pernikahan

yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang sah yaitu:

a.

Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan
dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dalam
perspektif negara perkawinan dianggap tidak sah jika
belum dicatat oleh KUA atau KCS.

Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan
keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar
perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat,irsela
dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 4
dan 43 Undang Undang Perkawinan). Sedang hubungan
perdata dengan ayahnya tidak ada. Akibat lebih ggarh
pernikahan yang tidak dicatatkan di depan pejabag ya
sah, maka baik isteri maupun anak-anak yang dilahirk
dari perkawinan itu tidak berhak menuntut nafkatu ata
waris dari bapakny&. Pendapat ini dianulir oleh Putusan

MK yang sudah dibahas di depan.

“5 Diadaptasi dari “Pentingnya Pencatatan Perkawindalam

http://www.lbh-apik.or.id/htmDiunduh pada hari Rabu, 16 Juli 2014.
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C. Biaya Pernikahan

Pernikahan dalam konsep yang formal menurut
peraturan perundang-undangan memadukan antara pelaksanaa
aturan agama dan hukum positif. Peraturan agama
terimplementasi dalam prosesi akad nikah yang harus
memenuhi rukun dan syarat, di mana keduanya menjadi
parameter keabsahan pernikahan. Hal ini sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahur 197
tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adadh s
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agdama
kepercayaannya itu”. Namun, sekedar mendasarkan pada
ketentuan agama saja tidak cukup karena berarti par&aw
tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian secaradigu
karena itu diperlukan pencatatan perkawinan di dppaghulu
KUA atau KCS. Sedangkan dalam pelaksanaan pengatata
pernikahan memerlukan pelayanan administrasi, di rkarena
pelayanan tersebut maka masyarakat yang berkepentiagas
membayar biaya administrasi sebagaimana sudahuditant

Aturan mengenai biaya pencatatan pernikahan di Kantor
Urusan Agama (KUA) terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 tentang TAt&ls
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
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Departemen Agama (Kementerian Agama). Dalam penjelasan
PP tersebut pada poin ke Ill disebutkan mengenairipesen

dari KUA kecamatan, biaya pencatatan nikah dan reghesar

Rp. 30 ribu per peristiw®.Irjen Kementerian Agama M. Jasin
membenarkan ketentuan tersebut, bahwa biaya pencatkédn

dan rujuk sebesar Rp. 30 ribu.

Namun kenyataan yang terjadi dalam praktek pencatatan
pernikahan, biaya itu melonjak melebihi ketentuaayhiyang
seharusnya. Pengantin selain harus membayar biayatatarg
juga terbebani biaya-biaya lain, diantaranya untuk kosg
penghulu. Umumnya penghulu meminta ongkos lebihneare
faktor jasa tambahan yang sudah diberikan dan |lezagrgfis
yang jauh dari lokasi KUA.

Saat ini Kemenag tengah merumuskan kebijakan baru
agar para penghulu tidak meminta biaya tambahaddairdari
yang sudah diatur dalam PP 51 Tahun 2000 terseburtuivie
Jasin, saat ini Irjen Kemenag telah membentuk titakuterjun
ke lapangan memantau hal ini. Itien Kemenag akaninjza!

kembali ketentuan yang sudah diatur PP atau atumam |

6 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor &fuf
2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negaraamukajak yang
Berlaku Pada Departemen Agama.
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mengenai biaya pencatatn nikah di KUA. Tim lIrjen aud
membahas bersama Dirjen Bimas Islam. Dari kalkulasi
pembiayaan, biaya yang bisa ditanggung pemerintatyah
sebesar Rp. 110 ribu. Menurut Jasin, jumlah itu mheim
dapat membendung adanya gratifik&si.

Sebelumnya Jasin mengungkapkan pungli di Kemenag,
terutama di KUA bisa mencapai Rp. 1,2 triliun. lang&takan
pungutan liar kebanyakan terjadi pada saat penghelminta
biaya menikahkan dari pasangan mempelai yang telah
mendaftar ke KUA. Biaya yang diminta Rp. 500 ribuukntiap
pernikahan. Padahal, ongkos sebenarnya hanya Rp.bB0 ri
Biaya tersebut harus dikeluarkan pihak mempelai mdéai
biaya administrasi desa, Pembantu Pegawai Pencéitah N
(PPPN), petugas KUA, termasuk transport penghulu nikah

ketika warga harus mengundang mer&ka.

47 1
Ibid.
8 “Mahal, Biaya Lain-lain Nikah”, dalam Surat KabBarian
Suara Merdeka08 Januari 2013.
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D. Konsep Gratifikasi

1. Ketentuan Gratifikasi

Kata gratifikasi menurut Black’s Law Dictionary
berasal dari katgratification yang penjabarannya adalah
“A voluntarily given reward or recompense for a ssgvor
benefit, a gratuity’® atau sebuah hadiah sukarela sebagai
imbalan yang diberikan kepada seseorang untuk layateu
manfaat yang dilakukan atau diberikannya. Sedangkamurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gratifikasi bewartg
hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditent™

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam Undang
Undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relfbatiti dalam
penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang Undang bersdi
atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasfidisikan
sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni otelip
pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman thopaa,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanansatai

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yategirda di

49 Bryan A. Garner, edBlack’s Law Dictionary United States
of America: 2004, hal. 284.

* pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasi#@ahus Besar
Bahasa IndonesjalakartaBalai Pustaka, 2005, hal. 371.
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dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang udikak
dengan menggunakan sarana elektronika maupun tangaas
elektronika. Meskipun sudah diterangkan di dalam ldgda
Undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesig ya
belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pgkan
masih memperdebatkan hal 7hi.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal
12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20
Tahun 2001 yang menyatakan bahva:

“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat idaéah
pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberiamgua
barang, rabatdfscounj, komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalandsata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Grasfi
tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupudoat
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

°! Diadaptasi dari “Buku Saku Gratifikasi Categoryohmasi
Gratifikasi”, dalam http://kpk.go.id Diunduh pada hari Rabu, 03
September 2014.

2 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiaorat
Penelitian dan Pengembangan Direktorat Gratifikaesieputian Bidang
PencegahamBuku Saku Memahami Gratifikasial. 3.
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Apabila dicermati penjelasan pasal 12B ayat (1) di,ata
kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah atab
kalimat: “...pemberian dalam arti luas.” Sedang kalireetelah
itu merupakan penjabaran dari bentuk-bentuk gratifikaari
penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas juga dapdiadibahwa
pengertian gratifikasi mempunya makna yang netralnyarti
tidak terdapat makna tercela atau negatif. Apalatggdasan ini
dihubungkan dengan rumusan padal 12B dapat dipabemaa
tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan yku
melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteriagpadsur
12B saja.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan
korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UU 8lb.
Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001. “Setiap
gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggegara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya™®

%3 | bid.
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Penegasan bahwa gratifikasi dapat dikategorikan aebag
korupsi identik dengan pernyataan Syed Husain Algtas)

mendefinisikan tentang penyuapan:

“Bahwa seorang pegawai negeri disebut korup apabila
menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta
dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan
perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si
pemberi. Permintaan pemberian atau hadiah dalam
pelaksanaan-pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa
dipandang sebagai ‘korupsi’. Istilah ini juga dikermaka
pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana pubik ya
mereka urus bagi keuntungan mereka sentfiri”.

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditari
kesimpulan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiatuldah
menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususaga p
seorang penyelenggara negara atau pegawai negeripgai#u
saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut

melakukan tindakan menerima gratifikasi atau pemberia

* Andi Hamzah,Korupsi dalam Pengelolaan Proye#akarta:
Akademika Pressindo, 1991, hal. 7-10.
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hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebu
diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaghnya
Salah satu tradisi yang berlaku di masyarakat adalah
pemberian tanda terima kasih atas jasa yang dibeokaim
seseorang kepada aparat negara, baik dalam bentuk) lzéaan
uang. Kebiasaan ini bersifat negatif dan mengaraha pad
perbuatan yang secara potensial menyebabkan tindtakapsi
di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang secaeventif
berusaha dicegah oleh peraturan UU. Karena itu, berapap
nilai gratifikasi yang diterima aparat negara atau pega
negeri, jika pemberian itu patut diduga berkaitan dang
jabatan/kewenangan yang dimilikii, maka sebaiknya
penyelenggara negara/pegawai negeri tersebut melagdPike
untuk dianalisa lebih lanjae.

2. Contoh-Contoh Gratifikasi
Beberapa contoh kasus gratifikasi baik yang dilarang

berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang Undang Nomor 31

%> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPByku Saku Memahami
Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Direkto@tatifikasi
Kedeputian Bidang Pencegahan hal. 4.

*® Ibid.
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Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001
maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupaka
sebagian kecil dari situasi-situasi terkait gratifikagng
seringkali terjadi.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), contoh-contoh pemberian
berikut ini yang dapat dikategorikan sebagai gratsiilealalah:

a. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat ataaiggoya
untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

b. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat padaasaa
raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah
atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat
oleh rekanan kantor pejabat tersebut.

c. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk
pembelian barang dari rekanan.

d. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanpada
pejabat.

e. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara
pribadi lainnya dari rekanan.

f. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pata s

kunjungan kerja
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g. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terisita ka

karena telah dibanfi.

3. Landasan Hukum Tentang Gratifikasi Sebagai Tindak
Pidana Korupsi

Pengaturan tentang gratifikasi berdasarkan penjelasan
sebelumnya diperlukan untuk mencegah terjadinya kinda
pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggararaegfau
pegawai negeri. Melalui pengaturan ini diharapkan
penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masydapkat
mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menaitdu
segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Sedauaus
gratifikasi ini diatur dalam Undang Undang Repubfikldnesia
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undarengnd
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindan®id
Korupsi>®

Dalam Pasal 12B Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan:

" “pemberian Hadiah atau Uang Sebagai Ucapan Tefasih
atas Jasa yang Diberikan”, dalamttp://kpk.go.id/ Diunduh pada hari
Kamis, 26 Juni 2014.

%8 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPIQp. Cit, hal. 9-10.
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1)

2)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentbagae
berikut:

a) Yyang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah
atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi;

b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara s

bagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana f@enja

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4dgmp
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua raima |
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

Adapun ketentuan mengenai gratifikasi dalam

Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang Undang Nomor 20
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Tahun 2001 menyatakan: “Yang dimaksud dengan dasifi
adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi lpeman
uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bungagt tik
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wigsagobatan
cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersdiaik yang
diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika tatga
sarana elektronika”.

Selanjutnya pada Pasal 12C dinyatakan bahwa:

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12E§1gyat
tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi gyan
diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Ridan
Korupsi.

2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi palirgnbat
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal fkatsi
tersebut diterima.

3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja segkggal
menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat

menjadi milik penerima atau milik negara.
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4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuas sta
gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur
dalam Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

4. Konflik Kepentingan dalam Gratifikasi

Bagaimana korelasi antara gratifikasi dan pengaruhnya
terhadap pejabat publik ? Salah satu kajian yarsgkuklan oleh
Direktorat Penelitan dan Pengembangan KPK (2009)
mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifjieans
diterima penyelenggara negara adalah salah satu sumbe
penyebab timbulnya konflik kepentingarveéted interet
Padahal konflik kepentingan yang tidak ditangamgadm baik
dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidanapkir®

“Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana
seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan
kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki
kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang

%9 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiaorat
Penelitian dan Pengembangan Direktorat Gratifikaesieputian Bidang
Pencegahamuku Saku Memahami Gratifikasial. 6-7.
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yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kusalita
dan kinerja yang seharusnya”.

Keadaan yang menyebabkan seseorang penyelenggara
negara menerima gratifikasi atau pemberian/penerimadiatn
atas suatu keputusan/jabatan merupakan salah spdiake
yang sering dihadapi oleh penyelenggara negara yapgt da
menimbulkan konflik kepentingan.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapatuimb
dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

a. Penerimaan gratifikasi dapat membavested interestian
kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingg
independensi penyelenggara negara dapat terganggui;

b. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas
dan penilaian profesional penyelenggara negara;

c. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa
untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi;

d. dan lain-lain.

Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau
pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acam@dprétau

menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yand tidajar,
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semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepatlatzhat
akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegayeai ne
yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwaepamb
tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah tetgpi
pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pembgaiam
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena aierk
dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta
kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pgmbe
dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuatusesmak
kepentingan pemberi sebagai balas fasa.

Penyelenggara negara atau pegawai negeri yang
menerima gratifikasi dari pihak-pihak yang memilikibmgan
afiliasi (misalnya pemberi kerja-penerima kerja, atdsanahan
dan kedinasan) dapat terpengaruh dengan pemberiabugrs
sehingga yang semula tidak memiliki kepentingan agmtib
terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinyajaden
memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya fikasi.

Pemberian tersebut dapat dikatakan berpotensi untuk

€0 | pid.

75



menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang
bersangkutaft*

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan gan
timbul karena gratifikasi tersebut, penyelenggara rzegdau
pegawai negeri harus membuat sudgclaration of interest
untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalaah
penerimaan gratifikasi. Oleh sebab itu, penyelenggegara
atau pegawai negeri harus melaporkan gratifikasi yang
diterimanya untuk kemudian ditetapkan status keliemi
gratifikasi tersebut oleh KPK, sesuai dengan pasal W@dang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Momo
20 Tahun 200%2

5. Pemberian Hadiah atau Uang Sebagai Ucapan Terima
Kasih atas Jasa yang Diberikan
Dalam situs Tanya Jawab Gratifikasi, seorang
penyelenggara negara/pegawai negeri yang bertugas
memberikan layanan publik pembuatan KTP, menerima

pemberian dari pengguna layanan sebagai tanda teasih k

®1 | bid.
%2 | pid.
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atas pelayanan yang dinilai baik. Pengguna layamemberikan
uang kepada petugas tersebut secara sukarela.

Adapun dasar pemikiran bahwa pemberian hadiah/uang
sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang dibeolkamn
instansi pelayanan publik termasuk konsep gratifikasskipun
pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan hatis
kepada petugas layanan, tetapi pemberian tersebuat dap
dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan wdenga
jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara
negara/pegawai negeri, karena pelayanan yang baik mgema
harus diberikan oleh petugas sebagai bentuk pela&san
tugasnya. Masyarakat berhak dan pantas untuk mekdapat
layanan yang baik. Sehubungan dengan kondisi sli titaakan
yang seharusnya petugas lakukan dengan jalan menolak
pemberian dan menjelaskan kepada pengguna layarmava ba
apa yang dilakukannya adalah bagian dari tugas eamjlban
petugas tersebift

Untuk pengguna layanan sebaiknya tidak memberikan

uang/benda apapun sebagai tanda terima kasih dtasipen

%3 Diadaptasi dari “Pemberian Hadiah atau Uang Setigmpan
Terima Kasih atas Jasa yang Diberikan”, dakdtp://kpk.go.id/ Diunduh
pada hari Kamis, 26 Juni 2014.

* Ibid.
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yang dia dapat, karena pelayanan yang diterima terseiolah
selayaknya diterima. Kebiasaan memberi hadiah/uabggse
wujud tanda terima kasih kepada petugas, akan ndatanya
budaya “mensyaratkan” adanya pemberian dalam setiap
pelayanan publif®

% | bid.
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BAB Il
PRAKTEK GRATIFIKASI
DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN
DI KUA KOTA SEMARANG

A. Praktek Gratifikasi
Pasal 12 B Ayat (1) Penjelasan atas Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Paarba
Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan
gratifikasi sebagdi®

“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat idaéah
pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberiamgua
barang, rabatdiscounj, komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanasata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Grasii
tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupuuoati
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

% penjelasan atas Undang-Undang Republik IndonesiaoN
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undéorgor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanag&ioru
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Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), contoh-contoh pemberian

amplop atau uang tanda terima kasih atau uang trdngoug

dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:

a.

Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat ataatgenya
untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat padaasaa
raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah
atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat
oleh rekanan kantor pejabat tersebut.

Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk
pembelian barang dari rekanan.

Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanpada
pejabat.

Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara
pribadi lainnya dari rekanan.

Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pata s

kunjungan kerja
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g. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terisita ka

karena telah dibanfii.

Terkait dengan permasalahan, apakah sesuatu pemberian
yang diterima penghulu KUA ketika melakukan tugasnya
mencatat pernikahan termasuk gratifikasi atau tideka perlu
dilakukan kajian terhadap ketentuan yang ada.

Dalam situs KPK mengenai Tanya Jawab yang berjudul
“Gratifikasi Pemberian Hadiah atau Uang Sebagai HBicap
Terima Kasih atas Jasa yang Diberikan”, dijelaskahwia
seorang penyelenggara negara/pegawai negeri yang lgertuga
memberikan layanan publik pembuatan KTP (atau menurut
penulis termasuk juga berkaitan dengan pelayananajzan
pernikahan), menerima pemberian dari pengguna layanan
sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yangpidaik.
Pengguna layanan memberikan uang kepada petugabuterse
secara sukarela dan tulus hati.

Dalam situs KPK mengenai Tanya Jawab diilustrasikan

dialog tentang gratifikasi, apakah pemberian hadeaig

®" Diadaptasi “Pemberian Hadiah atau Uang Sebagapasca
Terima Kasih atas Jasa yang Diberikan”, dakdtp://kpk.go.id/ Diunduh
pada hari Kamis, 26 Juni 2014.
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sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang dibeolkamn
instansi pelayanan publik termasuk konsep gratifikasg
dilarang ?. Pemberian hadiah/uang sebagai ucaparatkasih
dikategorikan gratifikasi yang dilarang. Walaupun per@n
tersebut diberikan secara sukarela dan tulus haéideepetugas
layanan, tetapi pemberian tersebut dapat dikategoskbagai
pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan barkaita
dengan kewajiban penyelenggara negara/pegawai negena
pelayanan yang baik memang harus diberikan olehgastu
sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu
masyarakat berhak dan pantas untuk mendapatkan tayang
baik %8

Dalam hal adanya gratifikasi berkaitan dengan
pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara,
seharusnya petugas melakukan tindakan dalam komdlisi
berupa penolakan pemberian dan menjelaskan kepadguyren
layanan bahwa apa yang dilakukannya adalah bagiarugjas
dan kewajiban petugas terseBut.

Untuk pengguna layanan sebaiknya tidak memberikan
uang/benda apapun sebagai tanda terima kasih dtasipen

%8 | bid.
%9 | bid.
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yang dia dapat, karena pelayanan yang diterima tarseiolah
selayaknya diterima. Kebiasaan memberi hadiah/uabggse
wujud tanda terima kasih kepada petugas, akan ndatanya
budaya mensyaratkan adanya pemberian dalam seta@apah
publik.”

1. Praktek Gratifikasi Sebelum Pelarangan

Pelaksanaan pencatatan pernikahan sebelum berlakunya
pelarangan penghulu KUA menerima amplop atau uandat
terima kasih atau uang transport, bisa dikatakamp te¢sjalan
seperti pada umumnya. Pada masa ini kedua belak pdik
penghulu maupun masyarakat menganggap pemberian itu
sebagal hal yang wajar.

Sebagian besar responden mempelai tidak mengetahui
berapa besar biaya pencatatan pernikahan yang seyenar
sesuai dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP)liRepub
Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 tentang PNBP Bagian IlI

mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

0 “pemberian Hadiah atau Uang Sebagai Ucapan Tefasih
atas Jasa yang Diberikan”, diadaptasi d#p://kpk.go.id/ Diunduh pada
hari Kamis, 26 Juni 2014.
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Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk hanya Rp. 30.0@@ (t
puluh ribu rupiah) per peristiwa.

Ketidaktahuan mempelai mengenai biaya pencatatan
pernikahan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh AMRL
yang menikah pada 2013Menurut dia yang menikah di rumah
mempelai wanita di Kecamatan Gajah Mungkur Kota
Semarang, pemberian uang kepada penghulu KUA setkéah
nikah merupakan bagian biaya pernikahan yang memamg h
dibayarkan. Pada saat pernikahan AMRL penghulu KelAis
melakukan pencatatan juga dimintai jasanya untuklpeeikan
khutbah nikah.

Adanya pengetahuan masyarakat bahwa pemberian uang
kepada penghulu KUA sebagai bagian dari biaya painaik,
menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya miengert
mengenai biaya administrasi pencatatan pernikahang yan
sebenarnya. Ketidaktahuan ini secara tidak langsikod
berkontribusi  bagi terjadinya praktek penyalahgunaan

kewenangan penyelenggara negara atau terjadinya praktek

" Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesimdt 51
Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 Tarif Atas Jenieefimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada DepartememaAga

2 \Wawancara dengan AMRL dan IND pada hari Selasalufi9
2014.

84



gratifikasi. Sebih jauh ketidaktahuan masyarakat raeajg
biaya pencatatan nikah, berapa nominalnya, bagaimana
prosedurnya, dan sebagainya selanjutnya mengkonadlisika
masyarakat secara terpaksa atau sukarela “bersedtak un
membayarkan berapapun biaya pencatatan nikah di KUA.

Siti  Afifah yang menikah pada tahun 2012 tidak
mengetahui biaya yang sebenarnya. la bersedia mambay
biaya pencatatan nikah karena memang biaya itu tdkan.
Hanya perbedaan kasus Siti Afifah dengan kasus yamg
menentukan biaya pencatatan pernikahan adalah naidin
jabatan formalnya sebagai Pembantu Pejabat Perdéah
(PPPN), bukan penghulu KUA. Siti Afifah mengaku meyara
biaya pencatatan pernikahan sebesar Rp. 500.000&apzdin.
Pada saat pernikahannya, penghulu KUA kecuali mk&aku
pencatatan, juga dimintai tolong bertindak sebagaiilvwvali
nikah, tetapi penghulu tidak memberikan khutbalainikkarena
yang member khutbah nikah adalah kakak laki-laki Aifah

sendiri’®

3 Wawancara dengan Siti Afifah 26 tahun, sarjanargwa
Kedung Winong 01/04 Kecamatan Tembalang Kota Sergagada
Sabtu, 2 Agustus 2014.
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Pada kasus yang lain, ada juga mempelai sebenarnya
sudah mengetahui mengenai biaya pencatatan nétalpj yang
menarik, biaya pencatatan nikah itu tetap dibayarkéeh
mempelai meskipun sebenarnya ia mengetahui biayg yan
sebenarnya. Ini seperti yang dialami oleh Chonifaimgya
meskipun ia mengetahui tarif pencatatan pernikaletapit ia
tetap bersedia membayar biaya pencatatan nikah karena
memang biaya itu sudah ditentukan oleh pengKuthonifah
mengaku membayar biaya pencatatan pernikahan sebpsar R
600.000 kepada penghulu KUA. Pada saat pernikalaanny
penghulu KUA kecuali melakukan pencatatan, jugairaizn
tolong menjadi wakil wali nikah, serta memberikanutidah
nikah.

Pemberian uang dari masyarakat mengenai biaya nikah
juga diterima oleh penghulu KUA dengan tanpa beban.
Penghulu KUA pun merasa bahwa pemberian amplopuziag
tanda terima kasih atau uang transport sebagai hal wajar.

" Wawancara dengan Chonifah 24 tahun, sarjana, wéedang
Winong 01/04 Kecamatan Tembalang Kota Semarang [Saddu, 2
Agustus 2014.
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Apalagi menurut mereka, ketika pencatatan akad pernikahan
tersebut dilakukan pada saat mereka libur atau dijduma atau
hari kerja. Di samping itu kadang-kadang penghulu KUA
sendiri juga masih dimintai tolong oleh keluarga melaip
untuk mewakili wali nikah dalam mengakadkan pernggh
termasuk juga dimintai untuk memberikan khutbah nikah
berupa nasehat-nasehat bagi mempelai yang akan memasu
jenjang kehidupan yang baru. Tambahan-tambahan pakedj
luar tugas pokoknya itu dianggap pantas kalau mextkiap
insentif tersendiri dari keluarga mempelai. Kecuaintbahan
tugas di atas, dalam kasus-kasus tertentu, rumahdigdikan
tempat pernikahan berada di lokasi cukup jauh yanmgsha
ditempuh penghulu KUA dalam waktu yang lama.

Tampaknya banyak pihak yang memaklumi adanya
penambahan biaya pencatatan pernikahan karena -alasan
tugas luar. Beban kerja di luar jam kantor dengansiokang
harus disediakan waktu khusus, menurut Prof. Muhilplaitut

diapresiasi dengan diberikan sekedangu kepada penghulu

> Wawancara dengan Bp. AL Kepala KUA Kecamatan Mijen
dan H. S Kepala KUA Kecamatan TuguKota Semarangvaifaara pada
hari Jumat, 5 September 2014.
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KUA. Dengan demikian simbiosa antara pihak mempssapat
dinilai sesuatu yang manusiawi seKéli.

Berkaitan dengan alasan bahwa munculnya praktek
gratifikasi dikarenakan lokasi calon mempelai jaatn &KUA,
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonegituk
Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi
mengatakan bahwa sudah menjadi tanggung-jawab penghu
kalau ia diundang untuk melakukan pencatatan pdraikali
tempat pengantin dan harus datang ke lokasi. Dalalmnh
FITRA menduga adanya indikasi penghulu akan mekgam
proses atau bahkan tidak datang jika tidak ada biaya

transportasi’

2. Praktek Gratifikasi Setelah Pelarangan

Penentuan pemberian hadiah atau uang kepada KUA
dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan sebagdikgsati
ditentukan oleh sikap Kementerian Agama (Kemenag)y yan

menyepakati penghulu KUA dilarang menerima amplagu at

’® Muhibbin, Tegakkan Hukum dan Lawan KorupSemarang:
Pustaka Rizki Putra, 2013, hal. 56.
" Diadaptasi dari “FITRA: Banyak Pungli di KUA Menuddan”,

dalamwww.tempo.co/read/newBiunduh pada hari Rabu, 03 September
2014.
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uang tanda terima kasih atau uang transport. Pelaraegsebut
terkait tugas penghulu KUA sebagai Pejabat Pendditeth
(PPN). Kesepakatan itu dicapai setelah KPK menggelaatr
dengan unsur Kementerian Koordinator Kesejahteraan aRaky
(Kemenkokesra), Kementerian Agama (Kemenag), dan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kesepakatan peblarang
tersebut didasari pertimbangan karena penerimaan werseb
termasuk dalam kategori penerimaan janji atau grasifikesuai
pasal 12 B Undang Undang (UU) Pemberantasan Tindak&id
Korupsi (Tipikor)’®

Dalam pernyataannya dalam jumpa pers di kantornya di
Jakarta pada Rabu, 17 Desember 2013, Direktur Geifik
KPK, Giri Supradiono menyatakan bahwa disepakati tpake
penerimaan honor, tanda terima kasih, pengganti uang
transportasi atau istilah lainnya terkait pencatatkahntemasuk
gratifikasi dalam pasal 12 B UU Tipikét.

Keputusan di atas merupakan bentuk penetapan pejabat

yang berwenang dalam mendefitifkan suatu peratusssaiatu

'8 Diadaptasi dari “Amplop ke Penghulu Disepakatitifikasi”,
dalam http://www.centroone.com/index.php/news/201Biunduh pada
hari Senin, 23 Juni 2014.

Ibid.
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kasus atau peristiwa. Dengan adanya penetaparasus katau
peristiwa tersebut dianggap sebagai gratifikasi.

Dengan adanya ketentuan di atas maka secara hukum
dianggap telah berlaku pelarangan penerimaan ampghip a
uang tanda terima kasih atau uang transport oleh penglJA
pada saat melakukan pelayanan pencatatan pernikaipaala
masyarakat. Ini bersesuaian dengan konsep legalaésnd
diskursus ilmu hukum.

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan
yang berbunyi fiullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenall. Secara terkenal dengan adagium legendaris von
Feuerbach bebas, adagium tersebut dapat diartikanadnen;
“tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukumampg
(didasari) peraturan yang mendahuluinya”. Secara umom, v
Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga rhagia
yaitu:

a. Tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang Undang

b. Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan

c. Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang
berdasarkan Undang Undang
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Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa
ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (asas miakéf)
karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagahataja
apabila telah ada aturan sebelumnya yang melardikgueéuk
dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakiiRaPenentuan
asas legalitas ini juga terdapat dalam hukum Islaangy
menyatakan bahwdd hukma i af'al al-‘ugala hatta wurud al-
nashi bahwa tidak ada hukum bagi tindakan yang dilakuka
seseorang hingga terdapat nash yang mengaturnya.niéisal
dahulu di awal-awal sejarah Islam belum ada ketenyzng
melarang minumkhamr, sehingga masih dijumpai sahabat-
sahabat Nabi SAW yang meminum minuman yang
memabukkan itu. Pada perkembangan berikutnya, tyamad
Qur'an yang mengharamkachamr dengan menyebuthamr
merupakan dosa dan merupakan perbuatan syaitan sema k
muslimin diminta untuk menjauhinya. Dengan pelaranga
tersebut, khamr menjadi sesuatu yang diharamkan dan

meminumnya merupakan perbuatan dosa yang besar.

8 “Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukden
Kaidah Yurisprudensi”, diadaptasi darhttp://www.hukumonline.com/
Diunduh pada hari Selasa, 29 Juli 2014.
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a. Pra Penetapan PP Nomor 48 Tahun 2014
Dengan adanya keputusan bahwa pemberian amplop atau
uang tanda terima kasih atau uang transport sebegjdikasi,
praktek pelayanan pencatatan pernikahan dilakukamddua
bentuk:
1) Penghulu KUA hanya mau melayani pencatatan pernikaha
pada hari kerja
Pelayanan pencatatan pernikahan yang terjadi pada mas
transisi -- yaitu setelah ada keputusan KPK tentang
pelarangan gratifikasi, namun belum ada PP NomoaH&nt
2014 -- dilakukan oleh penghulu KUA hanya mau melaya
pencatatan pernikahan pada hari kerja. Sikap inilaiasteh
KUA sebagai bentuk kehati-hatian agar pada satuidesk
melanggar ketentuan yang ada, dan pada sisi yamgelaip
dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat walaupun
hanya sebatas pada hari kerja saja, yaitu mulai lemnS
hingga Jum’at.
Sikap ini dianggap paling tepat diantara pilihamkgih yang
sama-sama sulit. Kalau penghulu KUA tetap memberikan
pelayanan pencatatan pernikahan pada hari liburuai |
waktu kerjanya, padahal dia tidak boleh menerimmal@ian

uang, maka dia merasakan kesulitan antara menerima
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pemberian uang itu atau menolaknya. Maka sebaganattf
yang paling tepat pelayanan pencatatan pernikahagaha
dilayani sepanjang hari efektif saja.

2) Penghulu KUA masih bersedia melayani pencatatan
pernikahan pada waktu di luar hari kerja
Sementara itu masih tetap ada penghulu KUA vyang
memberikan pelayanan pencatatan pernikahan di luar har
kerjanya. Misalnya pencatatan pernikahan yang dikakuk
pada pasangan NS dan HSB pada hari Sabtu, 08 Februari
2014 yang akad nikahnya bertempat di Masjid Al-Ikhlas
Gayamsari oleh Bapak ISND penghulu KUA Kecamatan

Gayamsari Kota Semarang.

Adapun praktek pemberian amplop atau uang tanda
terima kasih atau uang transport yang terjadi seteti@mya
kesepakatan bersama antara KPK dengan Kemenkokesra,
Kemenag, dan Kemenkeu yang menyepakati pembersebig

sebagai gratifikasi dapat diilustrasikan sebagakberi
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1) Memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada
penghulu KUA dalam pelaksanaan pernikahan
Alasan pemberian uang oleh mempelai atau keluarga
mempelai, menurut mereka dikarenakan penghulu KUA
telah melaksanakan tugasnya di luar waktu kerjanya.
Pemberian uang tidak dinilai oleh MHYD sebagai
gratifikasi. Justeru menurut dia pemberian itu mekapa
satu hal yang wajar karena didasari pertimbangan dahw
pelaksanaan pernikahan itu berada di luar kantor KUA
melainkan dilakukan di rumah mempelai atau m&sjid.
Pada prinsipnya MHYD menganggap tidak ada yang keliru
dengan uang yang diberikannya kepada penghulu KUA.
Pemberian itu tidak lain sebagai bentuk ucapan &ekiasih
yang bukan hanya diberikan kepada penghulu KUA,
melainkan juga diberikan kepada pihak-pihak lain yiang
membantunya dalam pelaksanaan pernikahan putrinya,
seperti kepada dua orang saksi pernikahan, modinNRPP
khotib yang diminta memberikan khutbah nikaigster of
ceremonyMC), dan beberapa petugas lainnya.

8 Wwawancara dengan Drs. H. MHYD, M.Ag. orang tua
mempelai wanita HSNA yang menikah dengan M. HSRlgphari Sabtu,
Desember 2013 di Masjid Al-lkhlas Kecamatan Gayaimséota
Semarang. Wawancara pada tanggal 24 Juli 2014.
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Adapun besar uang yang diberikan kepada penghulu KUA
tidak ia ungkapkan dengan alasan bukan ia yang
memberikan. Pembelaan MHYD pada KUA dan bentuk
ketidaksetujuannya terhadap penetap&sangonkepada
KUA sebagai gratifikasi, ditunjukkan dengan ungkapen
bahwa pada pernikahan putranya yang lain sebelum
pelaksanaan pernikahan tahun 2014 itu, ia memberikan
uang kepada penghulu KUA sebesar Rp. 250 ribu, tetapi
ketika resepsi pernikahan anaknya diadakan, pengtwlu
menyumbang dua kali lipat dari besar uang tanda &rim
kasih yang diterimanya.

Menurut MHYD pelaksanaan pernikahan yang terjadi
selama ini dinilai lebih luwes dibanding denganekétian
terbaru yang menentukan biaya pencatatan pernikahan
sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Meskipun
biaya pencatatan pernikahan itu sudah dilegalkam ole
pemerintah, namun substansinya justeru lebih memlagratk
masyarakat karena besarnya berlipat-lipat daripadaa biay
resmi yang ada.

Menurut ketentuan Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP)
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 juncto PP 47
Tahun 2004 tentang PNBP Bagian Il mengenai

95



2)

Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biaya
Pencatatan Nikah dan Rujuk per peristiwa Rp. 30.068 (t
puluh ribu rupiahf? Dengan demikian menurut MHYD,
peraturan yang ada sekarang ini dirasakan justerk tida
realistis dan lebih memberatkan masyarakat dibanding
praktek pelayanan pernikahan yang sudah berjalan selam

ini.

Biaya Pencatatan Pernikahan Sesuai Tarif Resmi

Adanya ketentuan pelarangan pemberian amplop atay uan
tanda terima kasih atau uang transport kepada panghul
KUA merupakan law of enforcementyang sifatnya
preventif untuk menghilangkan praktek pemberian
gratifikasi dalam pelayanan pencatatan pernikahafahit
tujuan dari penegakan aturan agar biaya yang dikelnar
oleh masyarakat seuai dengan tarif resminya.

Dalam prakteknya, pembayaran biaya pencatatan
pernikahan yang sesuai dengan tarif resmi juga ada.

Pembayaran biaya sesuai tarif ini misalnya dialarehol

82 Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesimdt 51

Tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 Tarif Atas Jenieelfimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada DepartememaAga
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Wartono warga Desa Dadapan Kecamatan Tembalang Kota
Semarang. Ada beberapacatatan yang menarik
diperhatikan terkait dengan biaya, tugas yang dilakuk
penghulu KUA, dan prosesi pernikahan yang dilakukan
oleh Wartono yang meliputi:

(a) Pernikahan dilakukan di rumahnya pada hari di luar
waktu kerja yakni Sabtu, 24 April 2014. Itu artinya
penghulu KUA kecuali harus pergi menuju rumah
mempelai juga harus meluangkan waktu di luar waktu
kerjanya.

(b) Pada saat pernikahan, penghulu KUA tidak hanya
mencatat pernikahannya, melainkan juga dimintai
tolong untuk bertindak sebagai wakil wali nikah
mempelai perempuan pada saat akad ijab gabul dan
memberikan khutbah nikah.

(c) Meskipun Wartono tidak mengetahui berapa nominal
biaya pencatatan pernikahan yang resmi, ia hanya
dikenakan biaya oleh penghulu KUA sebesar Rp.
30.000 saj&®

8 Wawancara dengan Wartono 26 tahun warga Desa Badap
Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada Senin, gt#syi014.
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Apabila melihat praktek pembayaran biaya pernikahan
oleh pihak mempelai sebagaimana diuraikan di attihat
adanya disparitas antara satu mempelai dengan mergaeta
lain. Hal itu bisa terjadi karena perbedaan penerapaman di
masing-masing KUA, di mana ketentuan tentang biaya
pencatatan pernikahan resmi diimplementasikan oléhA K
berdasarkan pertimbangan KUA sendiri. Meskipun demjkia
mestinya perbedaan tersebut tidak boleh terjadi, kasmdasi
yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan
sesungguhnya sama yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Republ
Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 juncto PP 47 Tahuiv 20
tentang PNBP, yang kemudian diamandemen dengaroRi®m
48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peamerint
Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaa

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

b. Pasca Penetapan PP Nomor 48 Tahun 2014

Uraian pada sub bab ini mengemukakan data
pelaksanaan pencatatan pasca penetapan PP Nomahut8 t
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah N@mor 4
Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Né&gdan
Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Dalam PP
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Nomor 48 tahun 2014 ini terdapat perubahan yang signif
yang mengatur mengenai biaya menikah. Pada peraturan
sebelumnya yaitu PP Nomor 47 Tahun 2004 biaya mknika
hanya dikenakan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ripiahy
Namun setelah ada kontroversi bahwa dalam pelaksanaan
pencatatan  pernikahan seringkali terjadi gratifikasingy
diberikan oleh masyarakat kepada penghulu KUA yangas
sebagai PPN, maka dilakukan amandemen terhadap d?RorN

47 Tahun 2004 dan kemudian digantikan dengan PPoNd8h
Tahun 2014. Dalam PP yang terbaru terdapat perubahan
signifikan dalam biaya pencatatan pernikahan menfRpli
600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap peristiwa penaikaDi
samping itu PP tersebut mengatur pengecualian pgadna
bagi masyarakat yang tidak mampu. Pengaturan meingena

masalah tersebut terdapat dalam pasal berikut ini:

Pasal 6

1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atdudiuju
Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor
Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya

pencatatan nikah atau rujuk.
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2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar l§ant
Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi
dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan.

3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi
dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau
rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenatkfan ta
Rp. 0,00 (nol rupiah).

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata watak
dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada avarg
negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban
bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di laatd
Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah

berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Sedangkan ketentuan mengenai biaya menikah setelah
adanya perubahan, dinyatakan dalam Lampiran angka Il
mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Penerindsam
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kantor urusan agama kecamatan per peristiwa nikahrajia
Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiaff)”.

Selanjutnya PP di atas disosialisasikan dan dipesteg
substansinya oleh Surat Edaran Sekretaris Jenderkjeripe
Kementerian Agama Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. yang dkan
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Psovin
se-Indonesia. Surat Edaran Nomor SJ/DJ.II/HM.01/33P14
yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 2Zudi4
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 481 Tahu
2014 pada intinya bahwa sehubungan telah diundangka
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pemiba
atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentfg T
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BdPatta
Departemen Agama, maka Sekjen Kemenag mensosikdinasi

dan menginstruksikan hal-hal sebagai berfRut:

8 PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atasufera
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif AessIPenerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departememaga

% Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian AgRina
Nomor SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tanggal 14 Juli 201éntang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahuh 201

101



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

48 tahun 2014, biaya Nikah Rujuk adalah:

a. Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari
dan jam kerja dikenakan tarif O (nol) rupiah;

b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar
hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600,000 (enam
ratus ribu rupiah).

c. Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga
yang terkena bencana alam dikenakan tarif O (nol)
rupiah dengan melampirkan persyaratan surat
keterangan dari Lurah/Kepala Desa.

2. Tarif baru tersebut berlaku efektif terhitung mulaiggal
10 Juli 2014, dan harus segera disosialisasikan kepad
Satuan Kerja terkait dan agar melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaannya di lapangan guna memastikan
tidak terjadi pungutan di luar ketentuan Peraturan

Pemerintah ini.

Surat Edaran Sekjen Kemenag di atas berfungsi
menyampaikan kepada seluruh jajaran Kemenag terutama d
tingkat provinsi ke bawah hingga tingkat kecamatatJAK

untuk menerapkan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48
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Tahun 2014, dan melakukan pemantauan pelaksaneznrpa
dimaksud.

Paparan pada bagian ini akan dikemukakan praktek
pembayaran biaya pencatatan pernikahan oleh beberapa
responden penelitian yang terjadi pasca PP Nomor H@éta
2014. Dari data penelitian yang diperoleh di lapangan
menunjukkan bahwa dalam pembayaran biaya pelaksanaan
pencatatan pernikahan belum sepenuhnya
mengimplementasikan peraturan yang ada, baik yamgatey
dalam PP Nomor 48 tahun 2014 maupun Instruksi Sekjen
Kemenag.

Praktek pembayaran biaya pencatatan pernikahan yang
dilakukan sampel responden (mempelai perkawinan) dsden
wilayah yang sama yaitu di Kecamatan Tembalang Kota
Semarang ternyata masih menunjukkan adanya implasient
peraturan yang berbedilisalnya perkawinan yang dilakukan
oleh Widyastuti warga Kelurahan Mangunharjo RT. 03/01
Kecamatan TembalandgKota Semarangyang menikah di
rumahnya pada hari Rabu, 19 Agustus 2014. Dalamkadyam
yang dilakukan Widyastuti sudah diberlakukan ketantyang
terbaru di mana mempelai diwajibkan membayar biaya
pernikahan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu ruysaulg)
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uangnya ditransfer melalui bank ke rekening yangntitean.
Menurut Widyastuti biaya tersebut ditentukan sudain <{UA,

dan ia sendiri tidak dibebani untuk menambah bigapan di
luar biaya yang sudah dikeluarkannya, meskipun pdaghu
KUA masih dimintai tolong untuk bertindak sebagaikit wali
nikah pihak mempelai perempuan dalam mengucapkad aka
ijab nikah %

Efektifitas pemberlakuan aturan baru tentang biaya
pencatatan nikah juga dikuatkan pula oleh KepalaAKU
Kecamatan Tugu Kota Semarang Drs. H. S. Menurut tiédabe
adanya PP Nomor 48 tahun 2014 biaya pencatatan phamk
yang diterapkan di wilayah yurisdiksinya sudah sesie@igan
ketentuan yang ada. Mempelai tidak membayar bisgaikah
ke KUA atau memberikan sesuatu kepada penghulu. gdkin
membayar biaya pencatatan pernikahan sebesar R©0600.

melalui bank ke rekening yang ditunjtrk.

8 Wawancara dengan Widyastuti (24 tahun) warga tébkn
Mangunharjo RT. 03/01 Kecamatan Tembalang Kota $mmga
Wawancara pada Rabu, 03 September 2014.

87 Wawancara dengan Drs. H. S Kepala KUA KecamataguTu
Kota Semarang. Wawancara pada hari Jumat, 5 Septé@h4.
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Sementara pada kasus pernikahan yang lain terdapat
perbedaan penerapan peraturan, yaitu pernikahan yang
dilakukan oleh Riana Yuni Lestari warga Kelurahan
Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Riana
menikah pada hari Minggu, 24 Agustus 2014 yang diak di
rumahnya. Berarti pernikahan tersebut dilakukan di luar h
efektif kantor. Pada pernikahan Riana pihaknya d#iamo
penghulu KUA untuk membayar biaya pencatatan peraikah
sebesar Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu huyi@ang
dibayarkan kepada penghulu KUA langsung, bukan rdsfea
melalui bank. Dalam pernikahan yang dilakukan Rignbhak
penghulu juga dimintai tolong untuk mewakili walikah
mempelai perempuan dalam mengucapkan akad ijab
pernikahan. Selaintu penghulu KUA juga dimintai tolong
untuk menyampaikan khutbah nikah yang dilakukarelzlet
akad nikah us&f

Melihat pelaksanaan dan penerapan aturan pada dua
praktek pencatatan pernikahan di atas cukup menglarank

mengapa bisa terjadi perbedaan penerapan aturahgbadta

8 Wawancara dengan Riana Yuni Lestari (25 tahun)gavar
Kelurahan Mangunharjo RT. 02/01 Kecamatan Tembaldfmta
Semarang. Wawancara pada Rabu, 03 September 2014.
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benekedua pernikahan tersebut dilakukan masih dalankdimg
wilayah yang sama yakni di Kecamatan Tembalang Kota
Semarang, yang pejabat KUA nya juga sama (Bapak C).
Penyimpangan yang mencolok terutama terlihat pada
pernikahan yang dilakukan Riana di mana pihaknyay&tan
masih diharuskan membayar biaya Rp. 430.000 kepada
penghulu KUA, padahal pada waktu itu sudah adaruksit
untuk mengefektitkan PP Nomor 48 tahun 2014 sebagai
panduan pelayanan pencatatan pernikahan bagi maaarak
Barangkali terdapat alasan yang dikemukakan sebagai
apologi mengapa peristiwa itu terjadi, yaitu pernikafdana
dilaksanakan pada hari Minggu yaitu waktu di luaatri tkerja
sehingga pihaknya dikenakan biaya sebesdf Bisamping itu
penghulu KUA juga dimintai tolong untuk mewakili kivaikah
dan menyampaikan khutbah nikah. Dari nominal yang
dibayarkan memang lebih murah daripada nominal yang
ditentukan dalam PP Nomor 48 tahun 2014, tgt@pabayaran
yang dilakukan langsung kepada penghulu KUA damktid
ditransfer melalui setoran ke bank, memberikan irglikang

8 Untuk ukuran tarif lama yang sebesar Rp. 30.0G§aiyang
dibayarkan pihak Riana sebanyak Rp. 430.000 texp#angat besar.
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kuat masih adanya praktek pemberian gratifikasi dalam
pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dilakukbrkKaJé.
Adanya deviasi dalam implementasi peraturan biaya
pencatatan pernikahan di atas diakui pula oleh Klidfwa
peraturan tersebut belum sepenuhnya bisa diterapkamurivte
keterangan Kepala KUA Kecamatan Mijen Kota SenmaB.
AL selain biaya yang dibayarkan oleh pihak mempeialalui
bank, diakui masih ada penambahan-penambahan bang y
diberikan oleh pihak mempelai kepada penghulu KUA. A
menyampaikan penjelasannya bahwa penambahan biaya
tersebut dikarenakan bentuk pelayanan yang diberikah o
penghulu KUA dalam pelaksanaan pernikahan tidak sama
dengan bentuk pelayanan publik yang dilakukan issta
instansi pemerintah pada umumnya. Dalam pelaksanaan
pencatatan pernikahan, penghulu KUA kerapkali bukamyd
melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pencatdt {RIAN)
yang melakukan pencatatan pernikahan, melainkan hmasi
mendapat tugas-tugas lain seperti dikemukakan sehgtum
Semua itu dilakukan oleh karena dalam penilaian AL

perkawinan merupakan ikatan sumitkan sekedar akad kontrak
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keperdataan semata, sehingga penghulu mestinyaatestbbam
terwujudnya kondisi yang sakral itt.

Selain itu menurut AL yang kemudian dibenarkan oleh
S, ketentuan biaya pencatatan pernikahan selamaaimgat
tidak menunjang tugas pelayanan kepada masyarakatn¥&
biaya yang dibayarkan kepada negara, baik ketikahnsatiesar
Rp. 30.000 ataupun sudah terjadi kenaikan menjadp.
600.000 tidak semuanya kembali dalam bentuk daaeasjonal
lembaga KUA. Menurut S dana tersebut dipotong 20%ikunt
provinsi dan 20% untuk kota/kabupaten, sehinggangeéséaru
dipergunakan KUA melalui mekanisme anggatarDalam
kalimat lain keduanya ingin menyampaikan secara igipl
bahwa adanya penambahan biaya pernikahan yang salama
terjadi di masyarakat menjadi sesuatu yang tak tdafaklan

merupakan kewajaran.

% Wawancara dengan Bp. AL Kepala KUA Kecamatan Mijen
Kota Semarang. Wawancara pada hari Jumat, 5 Septe@h4.

1 Wawancara dengan Drs. H. S Kepala KUA KecamataguTu
Kota Semarang. Wawancara pada hari Jumat, 5 Septé@h4.
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B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Gratifikasi
1. Rendahnya pemahaman masyarakat

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
Indonesia atas gratifikasi yang dianggap suap sebafgn satu
jenis tindak pidana korupsi, diakui oleh KPK menjaktor
yang menyebabkan praktek gratifikasi tumbuh sdbitarena
itu salah satu langkah efektif yang harus dilakuéih semua
pihak adalah dengan mengakselerasikan pengetahuan da
pemahaman masyarakat mengenai larangan terhadap praktek
gratifikasi. Dengan adanya pemahaman yang memadai da
masyarakat diharapkan dapat menjadi upaya prevengif ba
pencegahan adanya tindakan-tindakan gratifikasi.

Meskipun dalam teorinya lemahnya pemahaman
masyarakat berkorelasi dengan tingginya praktek grasifik
tetapi pada kenyataannya adanya pemahaman tersebut
berdampak secara signifikan dalam mencegah atau masggu
adanya praktek gratifikasi. Contoh pada kasus SiifalAf

Chonifah, dan MHYD meskipun mereka mengetahui biaya

%2 Diadaptasi dari “Buku Saku Gratifikasi Categoryohmasi
Gratifikasi”, dalam http://kpk.go.id Diunduh pada hari Rabu, 03
September 2014.
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menikah yang sebenarnya, tetapi tetap membayar lyayg
lebih besar daripada biaya yang resmi.

Salah satu faktornya karena masyarakat menganggapnya
sebagai sebuah kewajaran, sehingga ketika pelarangan
penerimaan gratifikasi itu belum muncul dianggapusébhal
yang lumrah. Bahkan dalam hal ini masyarakat termasuk
sebagai aktor yang terlibat dalam pemberian gratifikbsi
berarti masyarakat telah bertindak permisif terhadap
pelanggaran tersebut, hal itu terjadi karena masyanaéatang
merasa berkepentingan dalam pelaksanaan pernikahan.

Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), harus ada
sosialisasi kepada masyarakat mengenai biaya néad gsmi
berdasarkan peraturan hanya Rp. 30 ribu per peristikeh.n
Tujuan sosialisasi agar masyarakat mengetahui dalk rtididah
mengeluarkan biaya pernikahan yang bukan sehard$nya.

Dari pernyataan FITRA di atas dapat dikongklusikan
bahwa dalam hal ini pengetahuan dan pemahamanemang

peraturan itu penting bagi masyarakat dalam kerangitaku

% Diadaptasi dari “FITRA: Banyak Pungli di KUA Menuddan”,
www.tempo.co/read/newBiunduh pada Rabu, 03 September 2014.
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mengeliminasimaraknya praktek gratifikasi dalam pencatatan

pernikahan yang dilakukan oleh KUA.

2. Adanya sikap permisif masyarakat

Gratifikasi terjadi karena adanya dua pihak atauhlebi
yang melakukan interaksi, di mana satu pihak bedekan
sebagai pemberi dan pihak lain sebagai aparat negarg
menerima sesuatu pemberian dari pihak lain, yang denga
pemberian itu diharapkan akan mempengaruhi perlakparata
negara dalam menjalankan kewenangan yang terhadag pih
pemberi atau pihak lain.

Gratifikasi dalam pencatatan pernikahan terjadi karena
masyarakat terlibat secara aktif dengan jalan mekdeang
kepada penghulu KUA pada saat menjalankan tugateran
masyarakat tersebut tentu bukan karena kebetulan ahelak
melainkan dilakukan secara sadar, atau dalam pernyséasy
lebih serius, masyarakat sudah tidak peduli lagi apak
tindakannya salah atau tidak asalkan kepentingaekaelapat
terpenuhi.

Dengan demikian dari perspektif penegakan hukum
fenomena di atas menunjukkan bahwa masyarakat telah

membentuk kultur yang menganggap prakseklam tempel
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atau pemberian amplop atau uang selama prosesi @kald n
kepada penghulu KUA sebagai sebuah tradisi yang rwaja
Dengan kalimat lain, adanya sikap permisif masyadrg&ag
membiarkan, mendukung, dan apatis terhadap praktek
gratifikasi menjadi salah satu penyebab terlembagany
pelanggaran hukum gratifikasi dalam pelaksanaan [saca
pernikahan.

Berkaitan dengan persoalan di atas, langkah efe&tifyy
harus dilakukan adalah menanamkan pendidikan daayhbud
anti korupsi. Langkah ini senafas dengan kebijaaK dalam
menangkal sedini mungkin adanya praktek korupsidbhesia.
KPK juga berpandangan bahwa perlu adanya sinergi yang
maksimal antara memerlukan iktikad kolaboratif dari
pemerintah  beserta segenap pemangku kepentingan
(stakeholder dalam memerangi praktek-praktek korupsi yang
semakin masifWujud ikhtiar tersebut dapat berupa penanaman
nilai budaya integritas yang dilakukan secara kdledan

sistematis, melalui berbagai aktivitas seperti pdikedn anti
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korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lunggan
publik maupun swast4.

Dengan kesamaan cara pandang pada setiap individu di
seluruh negara ini bahwa korupsi itu merupakan perijakat,
pada akhirnya akan membentuk sikap pada individyanakat
untuk berperilaku aktif dalam mendorong terwujudnyta-ta
kepemerintahan yang bersibldan govermangedari korupsi
yang diharapkan mampu menumbuhkan prakarsa-prakarsa
positif bagi upaya anti korupsi pada khususnya, getbaikan
tata kepemerintahag@od governangegpada umumnya. Tingkat
keberhasilan strategi di atas diukur berdasarkan Indekaku
Antikorupsi yang ada dikalangan tata kepemerintahaapun
individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi anghkdeks ini,
maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakinrteinalisasi
dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individuuknt

memerangi tindak pidana korugsi.

%  Diadaptasi dari “Enam Strategi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi”, daldrtip://acch.kpk.go.idDiunduh pada hari
Rabu, 03 September 2014.
% |bid.
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3. Rendahnya komitmen pelayanan kepada masyarakat

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu instititusi
di tingkat kecamatan yang melaksanakan kewenangan
Kementerian Agama sebagai ujung tombak pelaksahagas
umum pemerintahan khususnya di bidang urusan agsiama.|
Bidang-bidang yang ditangani KUA antara lain perkawjna
wakaf, pembinaan kerukunan beragama, dan sebag&alanm
pelayanan bidang perkawinan, KUA sebagai Pegawaidtan
Nikah (PPN) bertugas melakukan pencatatan pernikahan.
Dengan fungsi tersebut, KUA menjalankan peran yaergipg
dalam legalisasi hubungan perkawinan sehingga nemili
kekuatan hukum yang kuat.

Uraian di atas menegaskan bahwa penghulu KUA dalam
kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pestamya
memiliki kewajiban sebagai abdi negara dan abdi arakat.
PNS dalam menjalankan kewajibannya mendapatkan
kompensasi berupa gaji dan tunjangan kerja agar ssiakn
tugas-tugasnya dapat optimal dan berjalan dengadn Paida
sisi yang lain, KUA sebagai lembaga publik dituntigpat
memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Artinya penghulu KUA dapat menjalankan perannya rseca

profesional, sehingga para pemangku kepentingan atau
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stakeholderdapat memperoleh kepuasan atas pelayanan yang
diberikan.

KUA sebagai lembaga publik seharusnya mengedepankan
terpenuhinya ekspektasi masyarakat sebsig&ieholderdalam
pelayanan pencatatan pernikahan. Pemenuhan kepurisan
sangat penting, sebab kepuasan atau perhatian kepada
stakeholdermenurut manajemen modern menjadi salah satu
tujuan dari pembangunan penataan kelembagaan yaikg b
(good governande€® Masyarakat sebagai pihak yang
mendapatkan efek atau pengaruh langsung dari kela@rada
penghulu KUA dalam bidang pelayanan pernikaamenurut

Lawrence dan Weber sebagaimana dikutip oleh Sony \Warso

% Secara umungood governancemeliputi empat hal pokok
yaitu fairness transparency accountability, responsibilityDitambahkan
tiga hal lainnya yang khas yayasan yaitmmunity needs, initiativean
communication. A.B.Susantp “Yayasan yang Nirlaba”, dalam
http://www.jakartaconsulting.com

° R. Edward Freeman tokoh TedBitakeholder memberikan
definisi yang sangat luas tentargtakeholder Menurut Freeman,
stakeholderdalam suatu organisasi adalah setiap kelompokiatvidu
yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh par@a tujuan
dalam teoristakeholder Definisi tersebut banyak dikutip, sebagai titik
awal dalam memberikan pemahaman tentasigkeholder yang
dibedakan antarstakeholdelyang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi
oleh perusahaan. R. Edward Freemagtrategic Management: A
Stakeholder ApproaghLexington: Cambridge University Press, 2010,
hal. 46.
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dapat dikategorikan sebagastakeholder utama primary
stakeholdey.*®

Namun, dengan adanya indikasi penerimaan gratifikasi
oleh penghulu KUA memperlihatkan masih lemahnya
komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
sebagastakeholderutama primary stakeholdgr Namun yang
terjadi justeru sebaliknya, seolah fungsi pelayarsaigymelekat
pada KUA tidak berjalan efektif. Terkait dengan hal iada
ungkapan dari seseorang yang menyatakan bahwa umum
berkembang pemahaman di wilayah desa kalaasYyarakat
yang justeru membutuhkan penghulu, bukan pengiaihg

seharusnya melayani masyarakat

4. Sistemcontrolling yang tidak efektif

Putusan lembaga-lembaga yang berkompeten
sebagaimana diuraikan di atas tentang pelarangagripe@n
amplop atau uang tanda terima kasih atau uang tersgbagai

% Stakeholder primer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam
transaksi ekonomik dengan perusahaan yang berkdiagan tujuan
menyediakan barang dan jasa bagi masyaraRttkeholder primer
meliputi pemegang saham, kreditur, pemasok, pekmgkaryawan, dan
distributor. Hubungan antatakeholdetprimer yang diilustrasikan. Sony
Warsono, et.al.Corporate Governance Concept and Model: Preserving
True Organization WelfareY ogyakarta: CGCG UGM, 2009, hal. 28-32.
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bentuk gratifikasi dalam pelaksanaan pencatatan kzdran
yang melibatkan penghulu KUA, dapat dimaknai seblagatuk
peringatan atas kesalahan yang perlu dikoreksi.

Dalam sebuah organisasontrolling atau pengawasan
merupakan salah satu tahap yang penting. Sebab laapabi
pengelolaan sebuah lembaga hanya dikelola dengan
menggunakan “manajemen kepercayaan” dan sentralisme
kepemimpinan yang mengenyampingkan aspek pengawasan
maka dalam pengelolaan lembaga yang modern menerapka
prinsip-prinsip manajemen yang profesional. Dengannapae
tersebut dapat diketahui ada atau tidaknya penyigga
Dalam teori manajemen modern, usaha preventif untuk
menghindari potensi penyelewengan dilakukan dengan
menerapkan sistem kontrol berupa aturan-attiran.

Pertama prinsip transparansi. Dalam manajemen
profesional, transparansi menjadi ciri utama yang harus
dikedepankan seorang pemimpih. Transparansi dapat

memberi pengawasan pada kepemimpinan, sehingga harus

% Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agaalel
Pengembangan Wakaf Produktiflakarta: Direktorat Pemberdayaan
Wakaf, 2008, hal. 117.

10 |bid., Paradigma Baru Wakaf di Indonesialakarta:
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008al. 84.
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menjadi ciri utama seorang pemimpin. Transparansi dapat
menjamin  kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.
Sebaliknya apabila diabaikan maka dapat membukaapegl
terjadinya penyelewengan. Transparansi harus dijadileaiisi
supaya tindakan ketidakjujuran, korupsi, dan manguapat
dihilangkan. Dalam agama Islam, transparansi megarpak
manifestasi dari sikap amanah atas tanggung-jawaly yan
diberikan kepada seseorang.

Transparansi dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan
yang dilakukan oleh KUA harus dilakukan, baik paitgkup
internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal heharus
ada keterbukaan dari dalam lembaga KUA untuk berbenah
menjadi lembaga pelayanan masyarakat yang professianal
akuntabel. Dalam lingkup yang luas Kemenag sebaghik
kelembagaan juga harus mampu melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap KUA agar lembaga ini memiliki
keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Sehirzgggmn
sampai terjadi, pada satu sisi KUApdBssure untuk selalu
menunaikan kewajiban-kewajibannnya, namun pada |zisi
hak-hak KUA tidak diberikan secara adil.

Transparansi dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan

juga perlu diterapkan dalam lingkup eksternal, dnanEembaga
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KUA dan Kemenag harus terbuka dan menyajikan data ap
adanya dalam melakukan pelayanan pencatatan peanikah
kepada publik, termasudtakeholder-stakeholdgang berkaitan
secara langsung maupun tidak langsung dalam peamkah

Kedua public accountability (pertanggung-jawaban
umum). Kewajiban KUA adalah mempelopori akuntabilitas
publik dalam pelayanan pencatatan pernikahan kepatdbk.
Dengan adanya public accountability pelaksanaan
kepemimpinan bisa berpijak pada sifat amanah dasjukap®*

Eksistensi lembaga KUA yang mengedepankan prinsip-
prinsip manajemen tersebut berkontribusi sangat igeiakalam
penciptaan tata pemerintahan yang bakofl governange
serta dapat memaksimalkan fungsi pelayanan masyaraka
terutama dalam pencatatan pernikahan.

Hal yang penting lainnya dalam penciptaan keleminaga
KUA yang optimal, perlu adgood will dari pemerintah secara
konsisten. Artinya, penegakan aturan tentang larangan
gratifikasi pada satu sisi, dan keharusan penghuli Kbtuk
tetap melakukan pelayanan pencatatan pernikahandepa
masyarakat pada setiap waktu, termasuk di luar hgd,Kkearus

191 1pid., Model Pengembangan Wakaf ProdyKil. 117.
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diimbagi dengan solusi yang memberikan keberpihalegadia
petugas KUA? Menurut Prof. Dr. Muhibbin, segala hal yang
menjadi kebutuhan tugas pelayanan pernikahan olelA KU
menjadi tanggung jawab dan dibiayai negara. Secskaist
setiap KUA yang melaksanakan tugas di luar hari kdsya di
luar kantor, harus diperhitungkaat costoleh kantor sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Kalau hal itu dibekak
maka keputusan larangan menerimpesangon yang
diidentifikasi sebagai gratifikasi baru akan berjalaecara
efektif.'*®

Agar desain di atas efektif maka fungsi pengawasan
(controlling) terhadap tugas-tugas KUA harus dilaksanakan. Di
samping itu perlu ada program sosialisasi kepadayaraisat
tentang biaya pernikahan dan Tupoksi (tugas pokoKuzysi)
KUA, sehingga masyarakat juga mengetahui hak dan
kewajibannya. Hal yang lebih penting dengan adaogéalisasi
tersebut, masyarakat dapat terlibat secara aktif untuk

berpartisipasi dalam penegakan hukls(enforcement

192 Muhibbin, Op. Cit, hal. 57.
103 pid.
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BAB IV
PENUTUP

Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas permasalahan
gratifikasi dalam pelayanan pencatatan pernikahang yan
dilakukan oleh KUA kepada masyarakat di wilayah Kota
Semarang. Dari pembahasan tersebut dapat disimpoditaerapa

hal sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktek gratifikasi masih terjadi pada pelaksanaan
pencatatan pernikahan di wilayah KUA Kota Semarang.
Implementasi peraturan yang menata soal biaya péagata
perkawinan belum sepenuhnya efektif. Terbukti masih
terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di
masyarakat. Terjadinya praktek gratifikasi pencatatan
pernikahan dalam dua periode sebelum dan sesuddbRad
Nomor 48 tahun 2014 meliputi:
a. Praktek gratifikasisebelumada pelarangan melalui

keputusan bersama antara KPK dengan
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Kemenkokesra, Kemenag, dan Kemenkeu terjadi
secara massif.

Dalam peristiwa tersebut baik penghulu KUA maupun
masyarakat terlibat dalam kedudukan sebagai subyek
di mana masyarakat sebagai pemberi gratifikasi, dan
penghulu KUA sebagai penerima gratifikasi.
Keduanya sama-sama menganggap pemberian amplop,
atau uang tanda terima kasih atau uang transport
kepada penghulu KUA pada prosesi akad nikah
sebagai sesuatu yang wajar.

Praktek gratifikasi setelah ada pelarangan belum
sepenuhnya efektif.

Implementasi peraturan biaya menikah sesuai PP
Nomor 48 tahun 2014 yang berisi tarif baru biaya
pencatatan pernikahan yang diharapkan dapat
menghilangkan praktek gratifikasi baru berjalan secara
parsial di beberapa wilayah KUA Kota Semarang.
Bahkan dalam satu wilayah KUA ada penerapan yang
berbeda mengenai biaya menikah pada pihak
mempelai antara yang sesuai dengan peraturan, dengan
yang ditentukan serta dibayarkan kepada penghulu

KUA. Dengan demikian, meskipun PP Nomor 48
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tahun 2014 sudah diberlakukan dan terdapat sosialisas
dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, tetapi
kenyataannya masih dijumpai praktek gratifikasi ohala
pencatatan pernikahan.

7. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya gratifikasindala
pencatatan pernikahan terbentuk melalui kolabonaisira
faktor sosial di masyarakat, dan faktor kelembagaak ba
yang terdapat di tingkat Kemenag maupun KUA. Adapun
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek
gratifikasi dalam pencatatan pernikahan yang dilakuka
KUA meliputi beberapa persoalan yaitu:

a. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat
terhadap ketentuan biaya pencatatan pernikahan.
Ketidaktahuan ini secara tidak langsung ikut
berkontribusi bagi terjadinya praktek penyalahgunaan
kewenangan penyelenggara negara atau terjadinya
praktek gratifikasi.

b. Adanya sikap permisif masyarakat, di mana
masyarakat menganggapnya pemberian gratifikasi
sebagai sebuah kewajaran, apalagi masyarakat merasa

berkepentingan dalam pelaksanaan pernikahan.
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c. Rendahnya komitmen pelayanan KUA kepada
masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan jatidiri
yang semestinya melekat pada diri KUA.

d. Sistem controlling dari pemerintah dan masyarakat
yang rendah, sehingga ketiadaan pengawasan ini
semakin  mendorong maraknya praktek-praktek

gratifikasi.

C. Saran-saran

a.

Perlu sosialisasi yang optimal mengenai biaya pataat
pernikahan, prosedur pembayaran kepada masyarakat,
sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.
KUA sebagai lembaga pelayanan publik harus mampu
menjadi institusi yang professional, terutama dengan
mengedepankan prinsip-prinsip  transparansi dan
akuntabilitas, dan selalu berkomitmen terhadap pataan
tugas pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi sistem pengawasanritrolling) atas kinerja
lembaga KUA, baik pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah maupun masyarakat sebagsieholdeiutama.
Dalam hal ini sosialisasi dan instruksi Sekretaesdéral

Kemenag mengamanatkan pemantauan pelaksanaan PP
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Nomor 48 tahun 2014 agar tidak terjadi pungutan aagr |
dalam pelaksanaan pernikahan dengan tarif yang baru.
Dengan adanya controlling, akan meningkatkan
performancdembaga menjadi lebih baik.

Perlunya aksi penyadaran secara komprehensif terhadap
semua pihak mengenai pentingnya sikap anti
korupsi/gratifikasi. Hal ini penting direkomendasikagar
penghulu KUA dan masyarakat memiliki pengetahuan dan
sikap yang sama bahwa dalam pelaksanaan pencatatan
pernikahan tidak boleh lagi ada praktek gratifikasikb
yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penerimadayan
maupun penghulu KUA sebagai lembaga pelayan publik.
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